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ABSTRAK 

Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak  

Oleh  

RIA ARISCHA 

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi 

anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan. Ini demi 

kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut ke dalam keluarga 

orang tua angkatnya. Penetapan ini dilakukan oleh calon orang tua angkat dan orang tua 

kandung anak yang diangkatuntuk mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak ke 

Pengadilan Agama. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan dan 

melindungi anak angkat agar mempunyai kekuatan hukum dengan mengesahkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989  Pasal 49 huruf (a) angka (20) tentang Peradilan Agama. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA dan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA untuk memperoleh 

data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak dan proses 

persidangan penetapan pengangkatan anak. Diperoleh dengan mewawancarai Hakim yang 

telah pengalaman dalam menetapkan perkara  pengangkatan anak. Data sekunder adalah 

data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa salinan penetapan dan buku-

buku yang terkait dengan penetapan pengangkatan anak.  

Hasil penelitian ini adalah membahas perkara penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang dalam menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara tersebut sehingga dapat menghasilkan penetapan. Adapun perkara 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan 

perkara penetapan pengangkatan anak kepada pemohon dengan melihat berbagai aspek dan 

pertimbangan yang ada. Sedangkan Perkara Nomor 085/Pdt.P/2015/PA.Mt pemohon dalam 

perkara ini mencabut permohonannya untuk tidak melanjutkan ke persidangan berikutnya, 

maka Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan mencabut permohonan pemohon. 

Sedangkan, perkara dengan Nomor 0009/Pdt.P2015/PA.Tnk di Pengadilan Agama 

Tanjungkarang yaitu Majelis Hakim memberikan penetapan dalam perkara ini dengan 

melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk dikabulkannya permohonan 

tersebut, pertimbangan tersebut karena beberapa sebab dan kenyataan yang ada dan patut 

untuk diterima dan diberikan penetapan oleh Majelis Hakim dengan dasar hukum positif dan 

dasar hukum Islam yang mengaturnya, sehingga akan memperkuat penetapan yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan dalam memberikan penetapan 

pengangkatan anak kepada pemohon. Di dalam persidangan penetapan pengangkatan anak 

tidak ada replik dan duplik karena di dalam perkara ini tidak ada sengketa maupun lawan, 

sehingga penetapannya bersifat menetapkan saja (declaratoir). Oleh karena itu, Pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan 

anak yang juga ikut berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan: 

penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan untuk membantu 

masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata 

cara pelaksanaan pengangkatan anak.  
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MOTTO 

                     

                     

                  

               

   

 

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[1198] itu 

sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 

dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 

benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu 

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak 

dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan 

kekayaan harta benda lainnya.Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa 

dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
1
 

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa 

depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara 

yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang 

dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.
2
 

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang 

khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan 

kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu 

bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang 

dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.
3
 

                                                           
1

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2008),  cet 1, h.1. 
2
Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet 2, h. 11. 

3
Ibid. 
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Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya 

tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat 

berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan 

perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu 

berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang 

orang tua terhadap anak.
4
 

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi suatu idaman sebagai 

penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya 

dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hal itu secara yuridis 

maupun biologis untuk membuktikannya tidaklah sulit.
5
 

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah 

menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.”
6
 

DalamUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974, menempatkansoal 

“mendapatketurunan” sebagaisalahsatufaktor yang 

pentingdalamperkawinan. Hal itutampakdalamPenjelasanUmumNomor 4 

Sub D AlineaPertama.Sedemikianpentingnya, sehinggadalamhal 

“istritidakdapatmelahirkanketurunan” dapatmenjadi alasan bagisuamiuntuk 

beristri lebihdariseorang (poligami) yang 

merupakansuatupengecualianterhadapasasmonogami.
7
 

                                                           
4
Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2005), cet 2, h. 8.  

5
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 44.  

6
M. Nasir Djamil, Anak Bukan., h. 12. 

7
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet 1, h. 9.  
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Dari uraian di atas dapat dimengerti, betapa beban psikis yang harus 

ditanggung oleh pasangan-pasangan yang tidak atau belum dapat 

memperoleh anak atau keturunan karena berbagai sebab, terutama sebab-

sebab yang terletak dalam bidang medis, sehingga pembahasan tentang 

ketidakpunyaan anak ini sudah selayaknya diserahkan kepada mereka yang 

membidangi atau mendalami bidang tersebut. Tetapi perlu dikemukakan 

disini, bahwa salah satu sebab ketidakpunyaan anak adalah karena 

kemandulan (steril), yaitu tidak mampu memperoleh keturunan.
8
 

Berdasarkan penjelasan di atas, anak menjadi objek yang sangat 

penting dalam sebuah keluarga, karena dengan adanya anak di dalam suatu 

keluarga maka akan menjadi lengkap. Tetapi, dalam Islam juga terdapat 

bahasan tentang pengangkatan anak, karena kedua pasangan suami istri 

yang sudah melakukan perkawinan tidak bisa mempunyai keturunan, maka 

jalan yang terbaik adalah dengan mengangkat anak.   

Pengangkatan anak (adopsi, tabanni) yaitu suatu pengangkatan anak 

orang lain sebagai anak sendiri.Anak yang di adopsi disebut “anak angkat”, 

peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak”. Pengangkatan anak 

dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam 

lapangan hukum keluarga.
9
 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 49 Huruf (h) 

                                                           
8
Ibid. 

9
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan., h. 20. 
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Angka20 yang berbunyi: “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”
10

 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada pasal 171 yang dimaksud 

anak angkat adalah “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

Pengadilan.”
11

 

Adopsi atau pengangkatan anak sudah terkenal dan berkembang 

sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri 

melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang 

sejak kecil telah dijadikan tawanan perang dan dibeli oleh Khadijah 

sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid 

bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orang tua 

Zaid, mereka berusaha mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi 

menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti 

orang tuanya.  

Akan tetapi, Zaid tetap memilih Nabi sebagai orang tuanya, bahkan 

masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak 

Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai 

                                                           
10

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Huruf (a) Angka 20. 
11

Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf (h).  
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koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad 

bukan Zaid anak Haritsah.
12

 

Di dalam Al-Qur’an telah mengatur masalah adopsi ini dengan sangat 

jelas tentang bagaimana hubungan orang tua adopsi dengan anak adopsinya, 

demikian sebaliknya. Selain itu, Al-Qur’an juga mengatur akibat hukum 

tentang adopsi, baik berkenaan dengan masalah nasab, perwalian, dan juga 

warisan.
13

 

Wahyu dimaksud terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 4 

dan 5 sebagai berikut:   

ا ه جَعَلَ  مَّ ن قلَۡبيَۡنِ فيِ جَوۡفهِِ  ٱللَّّ لٖ مِّ مه   ۦ لرَِجه جَكه  ـيِوَمَا جَعَلَ أزَۡوََٰ
َّٰٓ ونَ  ٱلََّٰ هِره تهظََٰ

مۡ أَ  مۡ  وَمَا جَعَلَ أدَۡعِيآََّٰءَكه تكِه هََٰ مۡۖۡ وَ مِنۡههنَّ أهمَّ هِكه م بأِفَۡوََٰ مۡ قوَۡلهكه لكِه مۡ  ذََٰ ه بۡنآََّٰءَكه يقَهوله  ٱللَّّ

بيِلَ وَههوَ يَ  ٱلۡحَقَّ  ِ  لَِِّٰٓبآََّٰئهِِمۡ ههوَ أقَۡسَطه عِندَ  ٱدۡعهوههمۡ  ٤ هۡدِيٱلسَّ فإَنِ لَّمۡ  ٱللَّّ

مۡ فيِ  نهكه اْ ءَابآََّٰءَههمۡ فإَخِۡوََٰ وَّٰٓ ينِ تعَۡلمَه مۡ  وَليَۡسَ عَلَ  ٱلدِّ ليِكه ناَحٞ فيِمَآَّٰ وَمَوََٰ مۡ جه يۡكه

مۡ  وَكَانَ  ۦأخَۡطَأۡتهم بهِِ  دَتۡ قهلهوبهكه ا تعََمَّ كِن مَّ
ه وَلََٰ حِيمًا  اغَفهور   ٱللَّّ   ٥رَّ

 

 

Artinya :Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14

 

                                                           
12

Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 1, 

h. 56-57. 

13
Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), cet 1, 

h. 112.  

 
14

Q.S  Al-Ahzab (33): 4-5.  
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Atas dasar ayat di atas, adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan 

memutus nasab antara yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas 

diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan 

tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal 

yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.
15

 

Pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para 

calon orang tua angkat, tetapi lebih difokuskan kepada kepentingan calon 

anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan 

untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi 

dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas 

kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak 

angkat, sehingga pengangkatan anak memberi peluang pada anak untuk 

hidup lebih sejahtera. 

Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan 

pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan 

dengan motif yang jujur (genuine) dan kepentingan anak terlindungi. 

Dengan kata lain, bahwa Pemerintah berperan aktif dalam proses 

pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.
16

 

Hal terpenting yang perlu di garis bawahi adalah bahwa pengangkatan 

anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. 

Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa 

                                                           
15

Nurul Irfan, Nasab dan Status., h.57. 
16

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan., h. 10-11. 
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sosial, maka pengangkatan yang harus dilakukan melalui penetapan 

Pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum 

pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa 

pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik 

bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak 

yang dilakukan melalui Pengadilan tersebut, telah berkembang baik di 

lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan 

Agama bagi mereka yang beragama Islam.
17

 

Dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga 

Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul 

seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. 

Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau 

kediaman (habitualresidence) anak yang akan diangkat.
18

 

Secara umum, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan kemajuan pesat 

bagi keberadaan Peradilan Agama. Dengan Undang-Undang tersebut antara 

lain diharapkan akan tercipta unifikasi hukum di lingkungan Peradilan 

Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum Nasional. Dari sudut 

                                                           
17

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan., h. 5. 
18

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan.,h. 119-120. 



8 
 

 

pandangan historis, Lembaga Peradilan Agama apabila didasarkan pada Stbl 

1882 Nomor 152 tergolong tua di Republik Indonesia, meskipun demikian 

implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini antara lain 

menyangkut masalah kemandirian Peradilan Agama dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

jo undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
19

 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bidang-

bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan 

dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan 

bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang 

untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum Islam.
20

 

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, perlu adanya upaya keras mensosialisasikan Undang-Undang 

tersebut kepada seluruh umat Islam. Perlu adanya langkah-langkah 

koordinasi antara Lembaga Peradilan atas kompetensi absolut masing-

                                                           
19

Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang 

Peradilan Agama” dalam Jurnal Hukum, (Yogyakarta: Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), 

No. 1/Januari 2008, h. 122.  
20

Mufliha Wijayanti, “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi atas 

efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Kota Metro)” dalam Laporan Penelitian, 

(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 28.   
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masing supaya tidak terjadi tumpang tindih perkara yang ditangani, 

sehingga memuaskan masyarakat pencari keadilan.
21

 

Berdasarkan Pra Survey pada tanggal 6 November 2017 dengan 

Bapak Suyanto selaku Hakim di Pengadilan Agama Metro mengatakan 

bahwa, permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Metro sedikit 

sekali, karena masyarakat Metro pada umumnya berekonomi yang baik atau 

berkecukupan jadi jarang sekali anaknya diangkat oleh orang lain, pada 

umumnya faktor ekonomi sangat berperan dalam pengangkatan anak saat 

ini, karena pengangkatan anak bertujuan agar anak yang diangkat lebih 

sejahtera dalam hidupnya sehari-hari, bisa mendapatkan pendidikan yang 

baik, maka ekonomilah yang merupakan faktor utama dalam pengangkatan 

anak tersebut.
22

 

Berdasarkan Pra Surey pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan Bapak 

Firdaus, selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang mengatakan 

bahwa, pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjungkarang masih 

sangat minim dikarenakan masyarakat yang membutuhkan masih sedikit, 

banyak yang tidak tahu dan bisa jadi mereka tahu, tetapi tidak mau tahu 

dikarenakan kurangnya sosialisasi.
23

 

Sedangkan, berdasarkan Pra Survey dengan Ibu Mulatifah, selaku 

Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang mengatakan bahwa, 

                                                           
21

M. Darin Arif Muallifin, “Perkembangan Peradilan Agama Dalam Sistem Kekuasaan 

Kehakiman” dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam, (Tulungagung: STAIN Tulungagung), No. 1/Juli 

2009, h. 62.  
22

Hasil Wawancara dengan Bapak Suyanto, Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada 

tanggal 6 November 2017.  
23

Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus, Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang, 

pada tanggal 1 Agustus 2018.  
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pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjungkarang masih sangat 

minim dikarenakan masyarakat belum banyak yang mengetahuinya diantara 

yang sudah mengetahui tidak dilaksanakan karena masih mengikuti tradisi 

yang ada, bahkan ada juga yang mengetahui hanya untuk kepentingan 

pribadi saja misalnya dalam hal warisan. Padahal, pengangkatan anak 

adalah suatu perbuatan sosial dan ibadah.
24

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah 

satu faktor penyebab minimnya perkara permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang yaitu masyarakat pada 

umumnya belum mengetahui adanya penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam, dikarenakan 

kurangnya sosialisasi dan keingintahuan. Oleh karena itu, peran Pengadilan 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi yang ingin mengangkat 

anak mengenai beralihnya status menjadi anak angkat, agar mendapatkan 

penetapan dan kepastian hukum (legal formal).  

Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan 

Pengangkatan Anak ini adalah untuk menyejahterakan anak angkat agar 

kehidupannya dapat terjamin yaitu dalam hal ekonomi, pendidikan dan 

kehidupannya sehari-hari. Pengangkatan anak yang tidak ada penetapan dari 

Pengadilan Agama, maka akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat.  

                                                           
24

Hasil Wawancara dengan Ibu Mulatifah, Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang, 

pada tanggal 1 Agustus 2018.  
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Pada tahun 2014-2017 Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang 

telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 

permohonan penetapan pengangkatan anak. Pada tahun 2014 di Pengadilan 

Agama Metro yaitu mengabulkan perkara dengan Nomor Perkara 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt berdasarkan surat permohonan pemohon dan bukti-

bukti yang dibuktikan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari 

berbagai aspek untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran dari 

permohonan pemohon tersebut. Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan 

Agama Metro menerima perkara dengan Nomor Perkara 

0085/Pdt.P/2015/PA.Mt yaitu pemohon dalam perkara ini tidak melanjutkan 

permohonannya, sehingga Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan 

mencabut permohonan pemohon. Diketahui di Pengadilan Agama 

Tanjungkarang juga pada tahun 2015 telah menerima, memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan perkara penetapan pengangkatan anak dengan 

Nomor Perkara 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk yang dikabulkan oleh Majelis 

Hakim dengan melihat fakta-fakta dari dalil-dalil permohonan, pembuktian 

yang benar adanya, sehingga Majelis hakim mempertimbangkan perkara ini 

yang kemudian mengabulkan dan memberikan penetapan kepada pemohon. 

Terkait permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk 

melindungi dan menyejahterakan anak angkat agar mempunyai kekuatan 

hukum, sehingga tidak ada peristiwa hukum semena-mena yang 

menimbulkan adanya diskriminasi terhadap anak yang diangkat tersebut, 

sehingga dapat mengetahui proses perkara permohonan penetapan 
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pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

pentingnya penelitian yang meneliti tentang “Peran Pengadilan Agama 

Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak”.  

 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan 

Pengangkatan Anak?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak.  

2. Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan penelitian 

ini adalah:   

 

a. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan 

khususnya bagi pembaca agar mengetahui proses penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama.  

b. Secara praktis  
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi 

masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami pentingnya 

penetapan pengangkatan anak supaya mempunyai kekuatan 

hukum jika nantinya ada peristiwa hukum yang terjadi di 

masyarakat. 

 

D. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau 

pengangkatan anak telah banyak dilakukan, namun peneliti belum 

menemukan penelitian yang menyinggung tentang Peran Pengadilan Agama 

Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak. Adapun beberapa 

penelitian yang terkait adalah skripsi yang disusun oleh: 

1. ETI FATMAWATI yang berjudul: “Penetapan Hakim Dalam 

Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di 

Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)”. Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.
25

 

2. BUDI SUSANTO yang berjudul: “Adopsi Anak Bagi Orang 

Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No. 

126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.)”. Dalam skripsi ini menjelaskan 

tentang keputusan hakim dalam melaksanakan kewenangan Peradilan 

                                                           
25

Eti Fatmawati, Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama 

Islam, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012).   
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Agama sesuai dengan Putusan Perkara No. 

126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.
26

 

 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini 

menitikberatkan kepada Peran Pengadilan Agama dalam melaksanakan 

kewenangan dari Pengadilan Agama tersebut sesuai dengan Penjelasan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama pada Pasal 49 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama 

adalah memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum 

Islam. Oleh karena itu, pentingnya permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di 

dalam penelitian ini juga meneliti tentang penetapan Nomor Perkara 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt, 085/Pdt.P/2015/PA.Mt dan 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk di Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang 

mengenai proses persidangan dan pertimbangan Hakim dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak.  

 

 

 

 

 

                                                           
26

Budi Susanto, Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009). 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengangkatan Anak   

1. Pengertian Pengangkatan Anak   

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai 

terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak 

yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai 

anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. 

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, 

pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas 

masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti 

“mengambil anak angkat”.
27

 

Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah 

pengangkatan anak disebut juga dengan istilah  “Adopsi” yang berarti 

“Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi 

anak sendiri”.Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang mengangkat 

anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut 

seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua 

                                                           
27

 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta: Kencana), h. 19.  
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angkat,pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan 

istilah “Adopsi”.
28

 

Pengangkatan Anak atau adopsi adalah suatu perbuatan 

mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga 

dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang 

diangkat timbul suatu hubungan hukum.
29

 

Adopsi atau mengangkat anak biasanya dilakukan oleh pasangan 

yang tidak kunjung mendapatkan anak dari perkawinannya. Akan 

tetapi, tidak jarang juga adopsi dilakukan oleh pasangan yang sudah 

memiliki anak, akan tetapi karena mereka menemukan anak yang 

tidak terpelihara secara baik, sehingga anak tersebut diambil untuk 

dipelihara layaknya memelihara anak sendiri.
30

 

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak 

orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus 

melalui penetapan Pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai 

perubahan status dari anak angkat tersebut ke dalam keluarga orang 

tua angkatnya.
31

 

Aturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia 

dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 sebagai berikut:  

                                                           
28

Ibid., h. 19-20.  
29

SoedharyoSoimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35. 
30

Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 

112.  
31

Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 94.  
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“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, 

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas 

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke 

dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.
32

 

 

Dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

jo. Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:  

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau 

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan 

Pengadilan”.
33

 

Dalam hal Pengangkatan Anak diatur dalam Bab VIII Bagian 

Kedua Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan 

orang tua kandungnya.  

3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 

dianut oleh calon anak angkat.  

4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir.  

5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas pendudukan setempat.
34

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

Beni Ahmad Saebani dkk, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 

2016), h. 340. 
33

Ibid., h. 341. 
34

Darwan Prinst, Hukum Anak., h. 94.  
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Penjelasan ayat tersebut menerangkan bahwa:  

“Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan 

bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh 

mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) 

secara musyawarah dan telah diadakan penelitian yang sungguh-

sungguh”. 

Adapundefinisi orang tuaangkatmenurutPasal 1 Butir 4 

PeraturanPemerintahNomor 54 Tahun 2007 adalahsebagaiberikut:  

“Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk 

merawat mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.
35

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat 

memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya 

yang meliputi:  

1) Kekuasaan untuk merawat anak asuh  

2) Kekuasaan untuk mendidik anak asuh  

3) Kekuasaan untuk membesarkan anak asuh  

 

2. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia  

Sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak 

di Indonesia yang berdasarkan urutan waktu terbitnya dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang 

Pengangkatan Anak.  

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak.  

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.  

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang 

Pengangkatan Anak.  

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.  

                                                           
35

Beni Ahmad Saebani dkk, Perbandingan Hukum., h. 341. 
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f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Pengangkatan Anak.  

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia.   

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.  

i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  

j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 

tentang persyaratan Pengangkatan Anak.
36

 

 

3. Jenis Pengangkatan Anak 

Seperti pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 

1983, Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak menegaskan bahwa 

ada 2 (dua) jenis pengangkatan anak, yaitu:  

a. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (domestic 

adoption).   

b. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan 

Warga Negara Asing (inter-country adoption), termasuk 

kategori ini adalah Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya anak Warga Negara 

Asing diangkat anak oleh Warga Negara Indonesia.
37

 

Dari 2 (dua) jenis pengangkatan anak tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya antar Warga 

Negara Indonesia (WNI) saja, tetapi bisa juga antar Warga Negara 

Asing (WNA) ataupun sebaliknya, sehingga dapat dilihat dengan 

persyaratannya masing-masing.  

                                                           
36

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 104-105.  
37

Ibid., h. 111.  



20 

 

4. Syarat Anak Yang Akan Diangkat  dan Syarat Calon Orang Tua 

Angkat 

a. Syarat Anak Yang Akan Diangkat  

Dalam mengangkat anak perlu adanya syarat bagi anak 

yang akan diangkat, sehingga tampak dan dapat diketahui apa 

saja syarat-syarat yang ada di dalamnya.  

Berikut ini syarat anak yang akan diangkat adalah sebagai 

berikut:  

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.   

2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.  

3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga 

Pengasuhan Anak.  

4) Memerlukan perlindungan hukum.
38

 

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat   

Untuk dapat mengetahui apa saja syarat calon orang tua 

angkat, maka perlu diperhatikan syarat umum bagi calon orang 

tua angkat yaitu sebagai berikut: 

1) Sehat jasmani dan rohani.  

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 

tinggi 55 (lima puluh lima)   tahun.  

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.  

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 

melakukan kejahatan.  

5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.  

6) Tidak merupakan pasangan sejenis.  

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 

satu orang anak.  

                                                           
38
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8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.  

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua 

atau wali anak.  

10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan 

dan perlindungan anak.  

11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial 

Provinsi setempat.  

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 

(enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.  

13) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial 

Provinsi.
39

 

 

  

Jadi, pengangkatan anak harus memenuhi syarat anak 

yang diangkat dan syarat calon orang tua angkat, sehingga akan 

diketahui tujuan yang jelas dari pengangkatan anak itu sendiri, 

agar tidak adanya peristiwa hukum semena-mena yang terjadi 

terhadap anak yang diangkat tersebut, karena salah satu tujuan 

dari pengangkatan anak adalah untuk mensejahterakan hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya.  

 

5. Sifat Pengangkatan Anak  

Dari peraturan perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip 

yang mengindikasi beberapa sifat (legal nature) Pengangkatan Anak 

di Indonesia, yaitu: 

a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 

Pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum 

yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat. 

                                                           
39
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b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk 

melindungi kepentingan anak 

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani 

kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang 

berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara 

untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini 

terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, 

pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak 

anak dapat terpenuhi. Untuk itu domestic adoption lebih 

diutamakan intercountry adoption adalah pilihan yang terakhir, 

oleh karenanya syarat-syarat yang dibebankan untuk melakukan 

intercountry adoption lebih berat. 

c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut 

oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat 

Peraturan perundangan Indonesia tentang anak 

menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam 

menjalankan ibadah menurut agamanya dan selaras dengan itu 

maka agama calon orang tua yang mengangkat harus sama 

dengan agama yang dianut anak yang diangkat. Jika agama anak 

tersebut tidak diketahui atau asal usul anak tersebut tidak 

diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama yang 

mayoritas dianut oleh penduduk setempat (satu Desa atau satu 

Kelurahan). Dengan demikian mengangkat anak yang agamanya 
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berbeda dengan agama calon orang tua angkat adalah tidak 

diperkenankan. 

d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara 

anak dengan orang tua kandungnya 

Prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan 

“hubungan darah” antara anak dengan orang tua kandungnya 

adalah sesuai dengan kaidah hukum syari’ah yang berkenaan 

dengan pengangkatan anak. Secara implisit sedikit atau banyak 

prinsip ini dibuat juga oleh Stbl. 1917-129. 

Dari segi hukum Nasional Indonesia prinsip ini 

menimbulkan sejumlah konsekuensi. Diantara konsekuensi 

diterapkannya prinsip pengangkatan anak tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya 

antara lain adalah: 

(i) Berlaku larangan perkawinan karena hubungan darah 

sebagaimana dimaksud dalam  pasal 8 butir a dan b 

Undang-Undang Perkawinan 1975. 

(ii) Tindak-tindak pidana yang ditentukan antara lain dalam 

pasal 221 ayat (2), pasal 294 ayat (1), pasal 295 dan pasal 

356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

(iii) Pembuktian dengan saksi tersebut dalam pasal 145 dan 

146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui 



24 

 

(HIR) serta pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

e. Kewajiban Terbuka Kepada Anak Angkat Tentang Asal-

Usulnya Dan Orang Tua Asalnya 

Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu 

ancaman pidana atas pelanggarannya oleh Undang-Undang 

Perlindungan Anak, tetapi Undng-Undang tersebut mengakui 

bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-

usulnya. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang pada anak 

untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah 

antara anak dan orang tua kandungnya. Dari uraian tentang 

konsekuensi prinsip pengangkatan anak yang tidak memutuskan 

“hubungan darah” antara anak dengan orang tua kandungnya 

maka secara logis keterbukaan kepada anak angkat tentang asal-

usul dan orang tua asal adalah suatu keharusan. 

f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan Penetapan 

atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak 

berdasarkan adat kebiasaan setempat. 

Dengan ini peraturan perundangan menegaskan peran 

Pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam 

bentuk Penetapan atau Putusan, yang dengan penegasan ini akan 

lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) 

pengangkatan anak di Indonesia. Adanya bukti “Putusan” 
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Pengadilan merupakan syarat bagi Pejabat Imigrasi Indonesia 

untuk dapat menerbitkan pasport bagi seorang anak Warga 

Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing. 

Disamping itu peraturan perundangan juga tetap memberi 

tempat dan menghormati asas dan kaidah adat kebiasaan yang 

berlaku dalam pengangkatan anak yang dilakukan di kalangan 

Warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat dan 

calon anak angkat hidup dalam satu lingkungan masyarakat 

yang masih menjalankan adat kebiasaan setempat (satu desa 

atau Kelurahan). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan 

ini keabsahannya ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut, 

tetapi pengangkatan itu “dapat” diajukan ke Pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat. 

g. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat 

Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau 

kepentingan pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat 

beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan 

masyarakat dan negara. Disamping orang tua, menurut Undang-

Undang Perlindungan Anak, negara dan masyarakat memikul 

tanggung jawab untuk melindungi anak.
40
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6. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak 

Antar Warga Negara Indonesia (WNI)   

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili dan memutuskan 

perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara 

Indonesia harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai 

berikut:  

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan  

1) Sifat surat permohonan bersifat voluntair. 

2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima 

apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya 

ada ketentuan Undang-Undangnya.  

3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara 

lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 

berlaku.  

4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani 

oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.  

 Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. 

Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, 

maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal pemohon.  
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b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak  

1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak 

harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat 

untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.  

2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan 

pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi 

untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, 

didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa 

calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan 

dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi 

lebih baik. 

3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat 

tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A 

ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa 

ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama 

A ditetapkan sebagai ahli waris dari B.”  

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga 

Negara Indonesia  

1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku 

ketentuan sebagai berikut:  

a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara 

orang tua kandung dengan orang tua angkat (private 

adoption) diperbolehkan.   
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b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang 

tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah 

(single parent adoption) diperbolehkan.  

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan 

agama yang dianut oleh calon anak angkat. 

2) Syarat Bagi Calon Anak Angkat  

a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan 

suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin 

tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang 

bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang 

kegiatan anak. 

b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan 

yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis 

dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk 

bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan 

sebagai anak angkat.
41

 

 

7. Tata Cara Untuk Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan  

Pertama-tama perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan 

Pemerintah Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk 
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Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan., h. 210-211.  
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mendapatkan pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan adalah 

sebagai berikut:  

a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada Ketua Pengadilan 

yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam 

hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter 

(jurisdiction voluntaria).  

b. Petitum permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan 

Pengangkatan Anak tanpa permohonan lain dalam petitum 

permohonan.  

c. Atas permohonan pengesahan Pengangkatan Anak antar Warga 

Negara Indonesia (domestic adoption), Pengadilan akan 

menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan 

atas permohonan pengesahan Pengangkatan Anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya 

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 

Indonesia (inter-country adoption), Pengadilan akan 

menerbitkan “Putusan” pengesahan Pengangkatan Anak.  

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan 

Anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi 

untuk mengajukan permohonan. Putusan atau Penetapan Pengadilan 

harus menyampaikan salinan Penetapan atau Putusan Pengangkatan 

Anak ke instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, 

Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
42

 

B. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia  

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 

Nomor 129  

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 

Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa 

dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 

1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar 

setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang 

bersifat memakasa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya 

persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya 

pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur 

tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala “Van 

adoptie”. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 

sampai dengan pasal 15 sebagai berikut:  

1) Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, 

atau duda (Pasal 5).  

2) Yang dapat diangkat anak ialah : hanya orang Tionghoa 

laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang 

belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).  
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3) Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas 

tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima 

belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang 

mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).  

4) Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 

10 ayat (1)).  

5) Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga 

orang tua angkatnya (Pasal 11).  

6) Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara 

orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).  

7) Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara 

lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum 

(Pasal 15 ayat (2). 

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Pengangkatan Anak  

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 

anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 

No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan 

prosedur:  

1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua 

pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk 
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prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai 

yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria) 

2) Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta 

pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain 

dalam petitum permohonan 

3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga 

Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan 

menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, 

sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan 

anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing 

oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) 

pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan 

Pengangkatan Anak. 

 

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:  

Syarat-syarat bagi orang tua angkat:  

1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang 

tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.  

2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang 

tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah 

diperbolehkan.  

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:  
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1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu 

yayasan sosial harus dilampirkan. Surat izin tertulis 

Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah 

diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.   

2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan 

Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin 

tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yangditunjuk 

bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai 

anak angkat.  

c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di 

Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak 

tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan 

orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara 

umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan 

orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-

undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu 

diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.  
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d. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak  

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam 

Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen 

Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak 

sebagai berikut:  

1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi 

Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:  

a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya 

kepada instansi sosial 

b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial 

Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial  

(Orsos) 

c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon 

orang tua angkat 

d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak 

dari keluarga suami dan istri calon orang tua angkat 

e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat 

f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat 
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g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan 

keterangan dari Dokter Pemerintah 

h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan 

keterangan Dokter Psikiater 

i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon 

orang tua angkat bekerja.  

 

2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon 

kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 

Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas 

bermeterai cukup 

b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri) 

c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang 

akan diangkat.  

3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam 

asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada 

dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua 

angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat 

mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali 

keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang 

disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota 

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal 
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latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili 

anak berasal).  

4) Proses Penelitian Kelayakan  

5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak 

(PIPA) Daerah  

6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 

Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan 

ketetapan sebagai orang tua angkat.  

7) Penetapan Pengadilan 

8) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan 

 

e. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di 

Indonesia  

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum 

adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang 

mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri 

karena tidak mempunyai anak sendiri disebut “mulang jurai” 

sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut “ngukup 

anak”. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini 

di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak 

itu masih hidup.  

Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, 

yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa 
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Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk dalam 

sukunya sendiri. (Willinck dalam bukunya, “Rechtsleven der 

Minangkabausche Maleiers” halaman 358).  

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk 

mencegah punahnya sesuatu kerabat (“familie”), yaitu dengan 

jalan mengadopsi anak perempuan (Kohler dalam bukunya 

“Ueber der Recht der Minangkabau auf Sumatra” halaman 

258). Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk 

memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, 

seperti yang terjadi di: 

1) Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya 

mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian 

untuk melangsungkan perkawinan antar keponakan (cross-

cousins, khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian 

dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula 

di pulau Sumba. 

2) Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian 

di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.  

f. Penetapan dan Status Hukum Anak Angkat Yang Berlaku 

di Indonesia  

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya 

suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan 
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putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara 

ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, 

apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan 

alat-alat negara (“dengan kekuatan hukum”). 

Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam 

kategori Putusan Deklaratoir yaitu putusan yang bersifat 

menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-

mata.  

Contoh lain Putusan deklarator adalah putusan yang 

menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak 

pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah 

sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris 

atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang 

berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang 

menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula 

kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai 

contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif 

(declaratoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang 

dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan 

penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun 

status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum 

putusan, dengan adanya pernyataan itu, putusan telah 
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menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang 

mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. 

Putusan “declaratoir”, yaitu yang amarnya menyatakan suatu 

keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.
43

 

 

C. Peradilan dan Pengadilan 

1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan  

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per 

dan akhiran an. KataPeradilan sebagai terjemahan dari qadha yang 

artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Umumnya 

kamus tidak membedakan antara Peradilan dengan Pengadilan.
44

 

Peradilan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai 

perkara Pengadilan. Para ahli hukum memberikan pengertian yang 

bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa Peradilan adalah 

kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan 

atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Atau suatu 

proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata 

cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara.
45

 

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang 

mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim 

ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili 
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perkara. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri istilah Pengadilan 

adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurusi 

dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.
46

 

Peradilan Agama merupakan terjemahan Godsdienstige 

Rechtspraak yang berarti Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah 

daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan 

untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang 

dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.
47

 

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan 

hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di 

Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem 

Peradilan Nasional di Indonesia. Selain itu, Peradilan Umum 

merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Negara 

Republik Indonesia. Lembaga Peradilan dimaksud mempunyai 

kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda.  

Sebagai  lembaga Peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya 

yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para 

ahli agama Islam. Hal ini, ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan 

sebelum adanya penjajahan di Indonesia.
48
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2. Kekuasaan Badan Peradilan Agama  

Kata “Kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan 

“Kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie” yang 

kadang diterjemahkan juga dengan “Kewenangan”, sehingga ketiga 

kata tersebut dianggap semakna.  

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan, dalam kaitannya dengan 

Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang 

“Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan 

pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan 

serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.
49

 

a. Kewenangan Relatif  

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan 

yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan 

kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan 

lainnya.
50

 

Kekuasaan Relatif (Relative Competentie) adalah 

kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang 

berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama 

dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, antar Pengadilan 

Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.
51
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Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah). 

Maksudnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas-batas wilayah 

Kabupaten dan Kota setempat.   

b. Kewenangan Absolut  

Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) adalah 

kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa 

kekuasaan Pengadilan.
52

 Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan 

Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis 

Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya 

dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan 

Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas 

perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam 

sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan 

Umum.
53

 

Batas kewenangan absolut ini terdapat di dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
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Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan 

Ekonomi Syari’ah.
54

 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan  “Perkawinan” 

adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-

Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan 

menurut syari’ah, antara lain:  

1) Izin beristri lebih dari seorang 

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, 

wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan 

pendapat 

3) Dispensasi kawin 

4) Pencegahan perkawinan  

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

6) Pembatalan perkawinan 

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri 

8) Perceraian karena talak 

9) Gugatan perceraiann  

10) Penyelesaian harta bersama  

11) Penguasaan anak-anak 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan 

anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab 

tidak mematuhinya 

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 

suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi 

bekas istri 

14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

16) Pencabutan kekuasaaan wali 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut 
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18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 

kedua orang tuanya 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda 

anak yang ada di bawah kekuasaanya 

20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan 

untuk melakukan perkawinan campuran 

22) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang 

lain.
55

 

 

Penjelasan tersebut merupakan kewenangan sebagai tugas 

Pengadilan Agama, yaitu kewenangan absolut yang ditangani 

oleh Pengadilan Agama yang sifatnya perdata untuk masyarakat 

pencari keadilan yang beragama Islam.  

3. Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan di Indonesia  

Undang-Undang Dasar 1945 menyebut “Badan Peradilan” 

dengan “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman”, ketiganya 

sama maksudnya dan searti.  

Pasal 24 berbunyi:  

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-

Undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu 

diatur dengan Undang-Undang.
56

 

 

Dalam memori penjelasan autentik dari Pasal 24 dikatakan 

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Tetapi, dalam ketetapan 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

III/MPR/1978 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam tugasnya, terlepas dari 

pengaruh kekuasaan Pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh 

lainnya (dari kekuasaan legislatif atau lain-lain).
57

 

Menurut hasil Amandemen Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

1999 yang diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004, serta terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa 

lingkungan peradilan yang salah satunya antara lain adalah Pengadilan 

Agama.
58

 

a. Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili 

perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya beragama Islam 

dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam.
59

 Peradilan 

Agama diatur dalam Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan 
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khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili 

perkara-perkara tertentu.
60

 

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 49 bertugas dan berwenang untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sadaqah.
61

 

 

D. Penetapan  

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama yang kemudian perkara tersebut diperiksa 

oleh Hakim, setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka 

selanjutnya adalah mengadilinya atau memberikan putusan dan 

mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam yaitu: (1) 

Putusan dan (2) Penetapan.
62

 

Untuk mengetahui bentuk keputusan Peradilan Agama dapat merujuk 

kepada ketentuan Pasal 57 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 2, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 

62, Pasal 63 dan Pasal 64. Kemudian, selain daripada pasal-pasal yang 

disebutkan diatas, bentuk keputusan Peradilan Agama ditegaskan lebih 

lanjut dalam penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat 
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diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama 

terdiri dari “Penetapan” dan “Putusan” yaitu sebagai berikut:
63

 

1. Pengertian Penetapan  

Penetapan disebut al isbat (Arab) atau beschiking (Belanda) 

yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang 

sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan 

bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada 

pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, 

sedangkan pemohon tidak berperkara dengan lawan.
64

Karena 

penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan 

pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan 

pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan 

(declaratoir) atau menciptakan (constitutoir).
65

 

Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. 

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu 

status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan 

bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. 

Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak 

mempunyai kekuatan eksekutorial.
66

 

Bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau 

corak gugat. Keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat 
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gugatan permohonan. Gugatan permohonan disederajatkan 

ekuivalensinya dengan keputusan “Penetapan”. Dengan kata lain 

Undang-Undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugatan 

“Permohonan” adalah “Penetapan” yang lazim juga disebut 

“Beschikking” dalam arti luas.
67

 

Putusan Pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan 

mengikat (bindende kracht), kekuatan bukti (bewijzende kracht), dan 

kekuatan eksekusi (executoriale kracht). Sedangkan, penetapan hanya 

berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang 

yang memperoleh hak daripadanya.
68

 

 

2. Bentuk dan Isi Penetapan  

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan 

isi putusan, walaupun ada juga sedikit perbedaannya yaitu sebagai 

berikut:  

a) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan 

hanya memuat identitas pemohon.  

b)  Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti 

pada putusan.  

c) Tidak akan ditemui kata-kata “Tentang duduk perkaranya” 

seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa 

permohonan pemohon.  
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d) Amar penetapan hanya bersifat declaratoire atau constitutoire.  

e) Kalau pada putusan didahului kata-kata “Memutuskan” maka 

pada penetapan dengan kata “Menetapkan”.  

f) Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada 

putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah 

atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan 

tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada 

penggugat atau pemohon.  

g) Dalam penetapan tidak mungkin ada reconventie, interventie 

atau vrijwaring.
69
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. JenisdanSifatPenelitian 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki 

gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga 

untuk penyusunan laporan ilmiah.
70

 Penelitian lapangan (field 

research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif.
71

 

Penelitianinibertujuanuntukmengetahui Peran Pengadilan 

Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara ilmiah. 

Menurut M. Nazir, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
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diselidiki.
72

 Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang 

konkrit tentang Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan 

Penetapan Pengangkatan Anak. 

 

B. Sumber Data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.
73

Penelitianinimenggunakanduasumber data yang 

berkaitandenganpokokpermasalahan yang hendakdijelaskan yaitusumber 

data primer dansumber data sekunder. 

Adapunsumber data yang dimaksudadalah: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsungdikumpulkanolehpenelitidari sumberpertamanya.
74

 Sumber 

data dalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Metro dan 

Tanjungkarang yang menetapkan perkara Pengangkatan Anak dan 

Panitera Muda Permohonan yang menerima dan memeriksa 

kelengkapan berkas permohonan.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekundermenurut para ahli adalah 

mencakupdokumen-dokumenresmi, buku-buku, hasil-hasilpenelitian 
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yang berwujudlaporan, dansebagainya.
75

Sumber data sekunder 

diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer 

menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder 

tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber 

data penunjang atau pendukung. Sumber data sekunder yang diperoleh 

dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-litelatur 

kepustakaan. 

Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-

UndangNomor 3  Tahun 2006 tentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor 7  Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan 

Kompilasi Hukum Islam.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku: 

1) Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan 

Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008). 

2) Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012). 

3) Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 
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4) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekuder.
76

 Sebagai bahan hukum tersier dalam 

penelitian ini, yaitu kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan 

penelitian ini.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
77

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi.
78

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
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serta mengetahui hal-hal dari respoden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil.
79

 

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas 

terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Maksudnya, telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan 

kepada Hakim Pengadilan Agama Metro dan Hakim Pengadilan 

Agama Tanjung Karang yang pernah menangani perkara 

Pengangkatan Anak terkait persepsi Hakim dalam mempertimbangkan 

dan memberikan penetapan pengangkatan anak dan Panitera Muda 

Permohonan yang menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 

permohonan. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, 

agenda, dan sebagainya.
80

 

Dalam penelitian ini penulis menggunaan metode dokumentasi 

dalam pengumpulan data yaitu berupa: Gambaran umum Pengadilan 

Agama Metro dan Tanjung Karang, dan buku-buku yang terkait 

dengan Penetapan Pengangkatan Anak.  
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D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi, dan selanjutnya 

diinterprestasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Kemudian, 

mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian diolah dan selanjutnya 

dijelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.  

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, 

yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk 

menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif. Metode berpikir 

induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa 

tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
81

 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
82

 

Berdasarkan penjelasan di atas, teknik analisis data dalam penelitian 

ini adalah dalam bentuk uraian-uraian dengan cara berfikir induktif yaitu 

dari fakta-fakta khusus kemudian diuraikan secara umum. Hal ini dapat 

diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait pada 

saat penelitian di lapangan, kemudian informasi tersebut diuraikan secara 
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lebih mendalam yang kemudian akan menjadi titik temu dari permasalahan 

yang ada di lokasi penelitian tersebut.  

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang  

Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak 

mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri 

atau Landraad, yang mengurusi sengketa/perselisihan masyarakat. 

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti 

masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka 

Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. 

Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam 

menjadi tumpuan  Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. 

Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada 

lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.
83

 

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk 

menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang 

dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau 

ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung 

apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu 

merupakan kebutuhan bagi mayarakat Islam. 
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Pada tahun 1960 ketika Menteri Agama dijabat oleh K.H Moh. 

Wahab maka dikeluarkanlah keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 

1960 dan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 1961, sebagai 

realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1957 tentang 

pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar Jawa 

dan Madura. Maka, Pengadilan Agama Metro Lampung Tengah 

secara resmi dibentuk, walaupun pada waktu itu statusnya merupakan 

cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Tanjungkarang.
84

 

Meskipun status cabang dari Pengadilan Agama Tanjungkarang 

hal ini tentu saja disambut gembira oleh masyarakat Lampung 

Tengah. Sekalipun hanya berkedudukan sebagai cabang akan tetapi 

kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Metro 

sama dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Tanjungkarang.  

Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tersebut 

dipimpin oleh seorang ketua Pengadilan Agama yang diberi tugas 

untuk memimpin sidang dan diberi kekuasaan untuk memeriksa dan 

memutuskan perkara-perkara yang termasuk kompetensi Pengadilan 

Agama. Sedangkan masalah administratif dan yuridis Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ah Metro tunduk langsung kepada 

Mahkamah Tinggi Syari’ah Palembang, artinya bahwa Mahkamah 

Syari’ah Metro dari segi yuridis untuk mengeluarkan perkara banding 

langsung kepada Mahkamah Tinggi Palembang, begitu juga 
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menangani usulan Menteri kepegawaian dan lain-lain. Hanya saja 

Mahkamah Syari’ah Metro sebagai cabang wajib untuk mengirimkan 

keputusan suratnya ke Mahkamah Syari’ah sebagai bahan pembinaan 

dan pengawasan.  

Pada tahun 1975 dengan Keputusan No. 18/1975 Menteri 

Agama kemudian menghapus status cabang bagi Mahkamah Syari’ah 

seluruh Indonesia.
85

 Sejak itulah Mahkamah Syari’ah Metro tidak lagi 

menjadi cabang Mahkamah Syari’ah Tanjungkarang.  

Sejak awal pembentukannya Tahun 1960 hingga pertengahan 

Tahun 2002, Pengadilan Agama Metro berkiprah untuk melayani 

masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal di tiga 

Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan 

Kabupaten Lampung Timur. Namun sejak tanggal 28 Agustus 2002, 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pengadilan Agama sendiri 

yaitu Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai Kepres No. 2 Tahun 

2002 Tanggal 28 Agustus 2002, sehingga Pengadilan Agama Metro 

saat ini wilayah hukumnya tinggal dua Kabupaten/Kota, yaitu Kota 

Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2004 Pengadilan 

Agama Metro resmi menginduk pada Mahkamah Agung baik secara 

finansial, administratif, maupun organisasi.  

Pengadilan Agama Metro sejak awal berdirinya termasuk 

klasifikasi kelas IIA, namun sejak memasuki tahun 1993 berubah 

                                                           
85
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klasifikasinya menjadi kelas IB, sesuai dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No. 73 tahun 1993 kemudian berubah klasifikasinya 

menjadi kelas IA hingga sekarang.
86

 

Pengadilan Agama Tanjungkarang dibangun Pemerintah melalui 

Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m
2 

diatas tanah 

seluas 400 m
2
. Bangunan yang terletak di jalan Cendana No.5 Rawa 

Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit 

penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI 

SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut 

sebagai gedung kantor. Akan tetapidalamsebutansehari-haritetap 

Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang. 

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama 

Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syar’iah pernah 

berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang jalan Imam 

Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian 

pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh KH.Syarkawi, Mahkamah 

Syar’iah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di 

Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk 

Betung.
87

 

Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA terletak dan 

berkedudukan di Bandar Lampung, Ibukota Provinsi Lampung (Pasal 
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4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama 

Tanjungkarang beralamatkan di Jalan Untung Suropati No. 2 Bandar 

Lampung. Secara geografis terletak di Koordinat: Bandar Lampung 

terletak pada: 5025 Lintang Selatan, 105017 Bujur Timur, 25017 Arah 

Kiblat (dari Barat ke Utara).
88

 

 

2. Visi  dan MisiPengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang 

Visi Pengadilan Agama Metro mengacu kepada Visi Mahkamah 

Agung 

“ Terwujudnya Peradilan yang Agung ". 

Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah : 

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparansi. 

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam 

rangka peningkatan  pelayanan pada masyarakat. 

c. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan. 

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan 

yang efektif dan efisien. 

e. Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota 

pemekaran di Provinsi Lampung. 
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f. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan 

sebagai supporting kegiatan pelaksanakan peradilan. 

Untuk mencapai visi dan misi maka dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan update informasi khususnya dibidang hukum dan 

peraturan perundang-undangan.  

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.  

c. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk 

hukum dalam satu jaringan.  

d. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai 

konstributor opini, analisa maupun informasi edukatif.
89

 

 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 

2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan 

kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara 

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.  

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama 

Tanjungkarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan 
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nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada 

tahun 2015 – 2019. 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Tanjungkarang. 

Visi Pengadilan Agama Tanjungkarang mengacu pada 

Visi Mahkamah Agung RI  adalah sebagai berikut: 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG 

YANG AGUNG” 

b. Misi   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat 

terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan Agama Tanjungkarang, adalah sebagai 

berikut: 

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya 

ringan dan transparansi. 
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2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan 

dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif 

dan efisien. 

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen 

peradilan yang efektif dan efisien. 

5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
90
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B. Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan 

Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Metro dan  Tanjungkarang 

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut salah satunya 

menangani perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum Islam, Penetapan ini sebagai legal formal agar mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, oleh karena itu orang tua angkat (pemohon) harus 

mengajukan perkara penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

agar mempunyai kekuatan hukum atas penetapan tersebut.  

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang 

ternyata masih sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan 

pengangkatan anak dalam pertahunnya, dikarenakan beberapa sebab dan 

alasan oleh karena itu perlu untuk mengetahui tentang persepsi Hakim dan 

Panitera Muda Permohonan, prosedural permohonan penetapan 

pengangkatan anak, pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan 

pengangkatan anak dan proses persidangan penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang. 

1. Persepsi Hakim dan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan 

Agama Metro dan Tanjungkarang 

Persepsi Hakim dan Panitera Muda Permohonan menjelaskan 

tentang minimnya masyarakat yang mengajukan perkara permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang.  
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Bapak Nursaid (Hakim) di Pengadilan Agama Metro, 

berpendapat bahwa: 

“Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama masih sangat minim karena pada dasarnya setiap perkara 

yang didaftarkan di Pengadilan Agama sesuai dengan 

kewenangannya maka hakim wajib untuk menerima, 

memeriksa, mengadili dan memutuskan. Artinya, bahwa 

Pengadilan bersifat pasif, oleh karena itu pengangkatan anak 

wajib untuk diberikan penetapan karena merupakan salah satu 

kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian, tingkat kesadaran 

masyarakat akan sadar hukum tentang pengangkatan anak masih 

sangat minim, jadi tidak faham terhadap prosedurnya, pada 

dasarnya orang tua angkat berkewajiban untuk memberikan 

penetapan ke Pengadilan dan anak yang diangkat juga berhak 

secara hukum untuk mengajukan tuntutan hukum demi 

kesejahteraannya. Secara de facto kasusnya jarang terjadi di 

masyarakat atau hanya sedikit, jadi artinya tergantung pada 

kasusnya di lapangan jika di lapangan hanya sedikit atau bahkan 

tidak ada maka perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak di Pengadilan juga sedikit begitu pun sebaliknya.”
91
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Berbeda dengan persepsi yang disimpulkan oleh Bapak Junaidi 

(Hakim) di Pengadilan Agama Tanjungkarang, berpendapat bahwa:  

 “Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama masih sangat minim karena masyarakat pada umumnya 

kurang tersosialisasi tentang hukum pengangkatan anak, 

sehingga masyarakat awam tidak mengetahuinya.”
92

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perkara permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama yaitu dikarenakan 

kurangnya keingintahuan masyarakat mengenai pengangkatan anak 

dan kurangnya sosialisasi mengenai hukum pengangkatan anak, 

sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab minimnya 

perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Metro 

dan Tanjungkarang.  

Tidak jauh berbeda dengan yang disimpulkan oleh Ibu Fauziah 

(Panitera Muda Permohonan) di Pengadilan Agama Metro, 

berpendapat bahwa:  

 “Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama masih sangat minim karena masyarakat belum banyak 

yang mengetahuinya. Adapun yang sudah mengetahui khawatir 

harus memenuhi syarat-syaratnya dan biayanya. Ada juga yang 

mengetahuinya yaitu hanya di Pengadilan Negeri saja 

kewenangan pengangkatan anak itu ada, kemudian ada juga 

yang memohonkan penetapan pengangkatan anak untuk 

kepentingan pribadi saja, sehingga Pengadilan pun menolak 

permohonan tersebut. Bahkan jarang juga adanya penyuluhan 

hukum oleh hakim terkait tentang pengangkatan anak.”
93
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Berbeda dengan yang disimpulkan oleh Bapak Deska Pitrah 

(Panitera Muda Permohonan) di Pengadilan Agama Tanjungkarang, 

berpendapat bahwa:  

“Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama masih sangat minim dikarenakan pada dasarnya 

Pengadilan bersifat pasif, sehingga apapun perkara yang 

diajukan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama maka 

hakim wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan termasuk dalam perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak.”
94

 

 

Berdasarkan minimnya perkara permohonan pengangkatan anak 

di Pengadilan Agama yaitu dikarenakan faktor kurangnya penyuluhan 

hukum terkait pengangkatan anak dan di samping itu Pengadilan juga 

bersifat pasif yaitu hanya menunggu perkara yang diajukan 

masyarakat ke Pengadilan sesuai dengan kewenangan Pengadilan.  

Dilihat dari persepsi Hakim dan Panitera Muda Permohonan di 

Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang, maka dapat 

disimpulkan sebab minimnya perkara permohonan pengangkatan anak 

di Pengadilan yaitu:  

a. Kurangnya penyuluhan tentang pengangkatan anak  

Pada umumnya penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang suatu 

permasalahan yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama. 

Disisi lain Pengadilan bersifat pasif, bukan sebagai 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Deska Pitrah, Panitera Muda Permohonan di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang, pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 10:00 WIB.  
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penyuluh/penasehat hukum kepada masyarakat. Sehingga, 

masyarakat belum ataupun tidak mengetahuinya dan inilah salah 

satu sebab perkara permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama masih sangat minim. 

b. Kurangnya pemahaman tentang pengangkatan anak 

Dampak terhadap pemahaman antar masyarakat dalam 

membangun pengetahuan khususnya tentang penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama sangat diperlukan. 

Tetapi, pada dasarnya masyarakat masih kurang faham akan hal 

tersebut, sehingga tidak membahas ataupun dikarenakan tidak 

mengetahui adanya penetapan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama. 

c. Kasusnya jarang terjadi di masyarakat  

Pada dasarnya antara kasus di lapangan terhadap jumlah 

perkara permohonan penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama sangat berpengaruh dan terkait satu sama 

lain, adapun jarang terjadi pengangkatan anak karena 

masyarakat tersebut berekonomi yang baik/mampu jadi jarang 

sekali adanya pengangkatan anak. Sehingga, inilah salah satu 

sebab minimnya perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama.  

Di samping itu, Pengadilan bersifat pasif tidak untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang 
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melatar belakangi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, peran 

Pengadilan dalam memberikan penetapan pengangkatan anak 

harus terlaksana selain daripada memberikan penetapan, tetapi 

juga dapat mengubah sudur pandang masyarakat bahwa 

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak yaitu dapat dilihat di dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan pengangkatan 

anak bagi yang beragama Islam agar tidak terjadi tumpang 

tindih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang 

sama-sama mempunyai kewenangan dalam memberikan 

pengesahan pengangkatan anak agar mempunyai kekuatan 

hukum, sehingga memuaskan masyarakat pencari keadilan. Oleh 

karena itu, masyarakat perlu untuk mengetahui peran Pengadilan 

Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak yaitu 

termasuk dengan mengetahui prosedur dan proses persidangan 

penetapan pengangkatan anak.  

Kemudian, harus adanya kerja sama antara Pemerintah 

dan masyarakat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat 

(bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak) baik 

melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, 
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pendampingan dan pelatihan yang dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 26 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga masyarakat 

mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, 

prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.  

2. Prosedural Perkara Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak 

di Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang  

Setiap perkara yang didaftarkan ke Pengadilan, maka harus 

memenuhi prosedur-prosedurnya sebagai syarat diterimanya perkara 

tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pendaftaran perkara, 

pemeriksaan berkas, dan membayar panjar biaya perkara  agar 

diterima oleh Pengadilan untuk sampai ke persidangan. Sehingga, 

perlu untuk mengetahui apa saja prosedur-prosedur yang ada 

didalamnya. 

Bapak Nursaid (Hakim di Pengadilan Agama Metro) 

mengatakan bahwa, pada dasarnya prosedur dalam mengajukan 

perkara permohonan pengangkatan anak itu sama seperti perkara-

perkara lainnya yaitu: 

a. Pihak yang mengajukan perkara harus membuat permohonan 

pengangkatan anak. 

b. Membayar panjar biaya di bank BRI sesuai dengan perkaranya 

dan radius yang  ditempuh.  
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c. Membawa Kartu Tanda penduduk (KTP). Pihak yang akan 

mengajukan perkara harus penduduk setempat atau sesuai 

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam mengajukan 

perkara permohonan penetapan pengangkatan ini ada dua 

pilihan. Pertama, dalam mengajukan permohonan penetapan 

pengangkatan anak tersebut disesuaikan dengan identitas Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan kedua, mengajukan 

perkara tersebut disesuaikan dengan tempat tinggal calon anak 

angkat. 

Bapak H.KM Junaidi (Hakim di Pengadilan Agama 

Tanjungkarang) mengatakan bahwa, prosedur dalam mengajukan 

perkara permohonan pengangkatan anak dengan prosedur lainnya 

hampir sama yaitu:  

a. Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat 

keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

b. Pemohon membuat surat permohonan penetapan pengangkatan 

anak. 

c. Setelah itu, pemohon/kuasa hukum membayar biaya perkara di 

bank BRI. 

d.  Kemudian menunggu panggilan dari juru sita Pengadilan.
95
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Hasil wawancara dengan Bapak Nursaid Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada 

tanggal 01 Maret 2019, pukul 10:30 WIB dan Bapak H.KM Junaidi  Hakim di Pengadilan Agama 

Tanjungkarang, pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 13:30 WIB 
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fauziah (Panitera Muda 

Permohonan di Pengadilan Agama Metro), mengatakan bahwa 

prosedur dalam mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak 

sama dengan perkara lainnya yaitu:  

a. Pemohon datang ke Pengadilan kemudian menghadap ke one 

stop (meja I) untuk mendaftarkan perkara dan membuat surat 

permohonan dan melampirkan persyaratan, seperti: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP)/domisili pemohon dan termohon, Kartu 

Keluarga (KK), surat pernyataan dari orang tua kandung anak 

yang diangkat, melampirkan slip gaji (jika PNS), dan akta 

kelahiran anak yang diangkat.  

b. Kemudian, pemohon menghadap kembali ke (meja I) untuk 

meminta taksiran biaya perkara sesuai dengan radius/jarak 

tempat tinggal pemohon, setelah itu pemohon membayar 

perkara ke bank BRI setelah membayar biaya perkara, maka 

pemohon kembali ke meja I dan  diberikan Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM) dan diserahkan ke kasir dan pemohon 

langsung diberikan nomor perkara.   

c. Setelah itu, permohonan tersebut didaftarkan ke kepaniteraan 

setelah terdaftar kemudian dengan segera panitera 

menyampaikan berkas tersebut kapada Ketua Pengadilan Agama 

untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan 

perkara tersebut.  
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d. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, 

dengan segera membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) yaitu 

untuk menentukan hari sidang pertama kali akan dimulai, serta 

berisi perintah pemanggilan kepada pihak-pihak yang 

berperkara melalui Juru Sita Pengganti (JSP). 

e. Berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS), maka Juru Sita 

Pengganti (JSP) melakukan pemanggilan kepada pemohon dan 

termohon untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal 

dan jam yang telah ditentukan dalam Penetapan Hari Sidang 

(PHS).  

Bapak Deska Pitrah (Panitera Muda Permohonan di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang) mengatakan bahwa prosedur dalam 

mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan 

tidak jauh berbeda dengan perkara lainnya yaitu.  

1. Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat 

permohonan.  

2. Mendaftar ke meja I dengan meminta taksiran biaya perkara 

untuk membayar di bank BRI  

3. Setelah itu, kembali ke Pengadilan Agama untuk menerima 

nomor perkara dan menunggu panggilan oleh Juru Sita 
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Pengganti (JSP)/petugas dan siap untuk mengikuti 

persidangan.
96

 

Dari penjelasan Hakim dan Panitera Muda permohonan 

mengenai prosedur dalam mengajukan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaaan antara prosedur permohonan penetapann pengangkatan 

anak dengan perkara lainnya.  

3. Proses Persidangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan 

Agama Metro dan Tanjungkarang  

Langkah akhir dalam mengajukan perkara di Pengadilan adalah 

menjalani persidangan untuk mendapatkan putusan ataupun 

penetapan. Sehingga, ada proses yang dilalui dalam menjalani 

persidangan. Adapun proses tersebut adalah tahapan-tahapan di dalam 

persidangan yang harus runtut, terperinci dan jelas.  

Oleh karena itu, Hakim berkewajiban untuk memberikan 

keterangan-keterangan dari awal persidangan sampai dengan akhir 

dari persidangan (mengabulkan dan memberikan penetapan) kepada 

pemohon. Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan atau penetapan hakim yang berkekuatan tetap, 
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Hasil wawancara dengan Ibu Fauziah, Panitera Muda Permohonan di Pengadilan 

Agama Metro, pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 09:00 WIB dan Bapak Deska Pitrah, Panitera 

Muda Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 

10:00 WIB.  
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artinya suatu putusan atau penetapan hakim yang tidak dapat diubah 

lagi. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nursaid (Hakim di 

Pengadilan Agama Metro) mengatakan bahwa: 

“Proses persidangan penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama pada dasarnya hampir sama seperti perkara 

yang lainnya yaitu bersifat terbuka dengan sistem hukum acara 

yang sudah ada.”
97

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.KM Junaidi (Hakim 

di Pengadilan Agama Tanjungkarang) mengatakan bahwa proses 

persidangan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama pada 

dasarnya adalah sama seperti perkara yang lainnya. Adapun prosesnya 

pada saat persidangan adalah sebagai berikut:  

a. Sidang Pertama: Pada hari persidangan, pemohon diberikan 

penjelasan berupa nasehat yaitu bahwa akibat dari pengangkatan 

anak tersebut tanggung jawabnya sangat besar, berupa: biaya 

kehidupan, pendidikan, dan akibat lainnya akan timbul pada hak 

waris, karena anak angkat mendapatkan warisan sepertiga 

(wasiat wajibah) dari harta peninggalan orangtua angkat.  

b. Sidang Kedua: Hakim membacakan surat permohonan pemohon 

yaitu permohonan penetapan pengangkatan anak.  

c. Sidang Ketiga: Pemeriksaan alat-alat bukti oleh Hakim, berupa 

bukti tertulis dan saksi.  
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Hasil wawancara dengan Bapak Nursaid, Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada 

tanggal 01 Maret 2019, pukul 10:30 WIB.  



80 
 

 

d. Sidang Keempat: Kesimpulan dari musyawarah Hakim dan 

Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengangkatan 

anak.
98

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan 

dan dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam proses 

persidangan perkara permohonan penetapan pengangkatan anak 

dengan perkara lainnya. Adapun perbedaan, hanya saja jika di dalam 

persidangan permohonan penetapan pengangkatan anak tidak ada 

replik dan duplik, karena dalam perkara ini surat permohonan bersifat 

voluntair dan putusan atau penetapannya bersifat declaratoir yaitu 

menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena 

tidak ada sengketa maupun lawan.  

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan proses/tahapan-

tahapan di dalam persidangan penetapan pengangkatan anak yaitu 

sebagai berikut:  

a. Sidang pertama, dengan agenda pemberian nasehat  

Sebelum memasuki materi perkara, maka Majelis Hakim 

akan memberikan nasehat yaitu pengertian dan pemahaman 

kepada calon orangtua angkat (pemohon) tentang hak dan 

kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.  
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Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, 

pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 13:30 WIB.  
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b. Sidang kedua, dengan agenda pembacaan permohonan 

penetapan pengangkatan anak  

Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan 

pengangkatan anak dan memperjelas maksud dan pengertian 

dari dalil-dalil permohonan pemohon. Di dalam petitum 

permohonan harus tunggal yaitu hanya meminta 

pengesahan/penetapan pengangkatan anak tanpa permohonan 

lain.  

c. Sidang ketiga, dengan agenda pembuktian  

Pemohon mengajukan semua alat bukti, baik berupa bukti-

bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan untuk 

mendukung dalil-dalil permohonan. Adapun bukti-bukti tertulis 

tersebut antara lain:  

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

Pemohon I dan II. 

2) Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan II. 

3) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon I dan II. 

4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama orang tua 

kandung anak yang akan diangkat. 

5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua 

kandung anak yang akan diangkat. 

6) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung 

anak yang akan diangkat. 



82 
 

 

7) Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak. 

8) Fotocopy Surat Pernyataan Calon Orangtua Angkat. 

9) Surat Rekomendasi Adopsi Anak Angkat yang 

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial. 

10) Surat Keterangan Sehat dari Dokter oleh Pemohon I dan 

II. 

11) Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama 

Pemohon I dan II. 

12) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak yang akan 

diangkat. 

13) Fotocopy Daftar Gaji dan Penghasilan Pemohon I dan II.  

Bukti-bukti tertulis tersebut dicocokan dengan aslinya dan 

telah bermaterai.Sedangkan, saksi-saksi yang dihadirkan adalah 

saksi yang telah disumpah untuk mengatakan sejujurnya 

mengenai kronologi dan tujuan Pemohon mengangkat anak.  

d. Sidang keempat, dengan agenda musyawarah Hakim 

(kesimpulan) dan penetapan  

Rapat musyawarah Hakim bersifat rahasia. Panitera 

Pengganti dapat mengikuti rapat musyawarah Hakim, apabila 

perlu dan mendapat persetujuan oleh Majelis Hakim. Semua 

pendapat hukum yang dikemukakan oleh Hakim harus disertai 

dasar hukum yang kuat baik Pasal-Pasal dari Undang-Undang 

maupun yurisprudensi, dan pendapat ahli (doctrin).  
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Hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian dirumuskan 

dalam sebuah Penetapan dan kemudian Hakim membacakan 

Penetapan tersebut dihadapan Pemohon. 

Perihal penetapan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang beragama 

Islam yang ingin mengangkat anak, Pengadilan Agama berperan 

penting dalam memberikan penetapan pengangkatan anak agar 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Adapun 

sistematikanya sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan 

persidangan yang telah diatur oleh Hukum Acara Peradilan 

Agama.  

Pada tahun 2014-2017 Pengadilan Agama Metro dan 

Tanjungkarang telah menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak. Pada tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro 

telah mengabulkan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak dengan Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt dan pada tahun 2015 Majelis Hakim 

telah mengadili perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak dengan pencabutan permohonan oleh pemohon sendiri 

yaitu pada Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt dan di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tahun 2015 Majelis 
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Hakim mengabulkan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak dengan Perkara Nomor 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk.  

 

C. Permohonan Perkara Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan 

Agama Metro dan Tanjungkarang  

1. Deskripsi Pada Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro  

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro pada 

dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalam proses penyelesaian 

perkara di Peradilan Umum. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu bahwa hukum acara yang 

berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan  Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989. Mengenai proses penyelesaian Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2002/PA.Kdl di mana pemohon pengangkatan anak telah 

hadir sampai persidangan selesai. 

Adapun proses persidangan yang telah ditetapkan Majelis 

Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan 

b. Perdamaian 
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b. Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat) 

c. Duplik (tanggapan tergugat) 

d. Pembuktian dari tergugat 

e. Kesimpulan 

f. Putusan 

Tetapi, pada perkara permohonan tidak adanya replik dan 

duplik, termasuk dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak. Karena di dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak surat permohonan bersifat voluntair, petitum permohonannya 

hanya meminta penetapan pengangkatan anak, dan putusan atau 

penetapannya bersifat declaratoir yaitu menetapkan tentang keadaan 

hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa maupun 

lawan.  

Para Pemohon antara lain:  

a. SE umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 08 RW 02 

Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro 

sebagai Pemohon I.  

b. BA umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 08 RW 02 

Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro 

sebagai Pemohon II.  
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Pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut sebagai para 

pemohon karena keduanya berstatus sebagai suami isteri.  

Dengan surat permohonan oleh para pemohon, maka para 

pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak 

dengan dalil-dalil sebagai berikut:  

a. Bahwa pemohon dalam perkawinannya tanggal 18 November 

2004 di Bekri sampai sekarang belum dikaruniai anak. Pemohon 

berkeinginan sekali mengangkat anak sebagai tambatan hati 

kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.  

b. Bahwa anak yang diangkat tersebut bernama AHF adalah anak 

kandung dari pasangan suami istri AP dan NH yang lahir di 

Metro Pusat, pada saat ini telah menjadi asuhan dan bimbingan 

para pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.  

c. Bahwa status ibu kandung dari AHF (anak yang diangkat) yaitu 

NH adalah saudara kandung dari SE (Pemohon I). NH dalam hal 

ini adalah kakak kandung dari SE (Pemohon I).  

d. Bahwa alasan suami istri AP dan NH merelakan anaknya 

diangkat sebagai anak angkat oleh para pemohon adalah:  

1) Karena merasa kasihan terhadap adik kandungnya 

(Pemohon) yang sudah menikah hampir 10 tahun dan 

belum dikaruniai seorang anak.  

2) Karena telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang 

ketiganya telah menginjak usia remaja/sekolah dan 
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memerlukan pengawasan khusus dari orang tuanya, 

sehingga dikhawatirkan perhatian akan perkembangan dan 

pendidikan anak yang ke 4 (empat) yaitu AHF akan ikut 

terganggu bila diasuh sendiri.  

3) Karena merasa kurang mampu dalam mendidik khususnya 

Pendidikan Ilmu Agama Islam.  

4) Bahwa selain itu Pemohon mengangkat anak tersebut 

adalah untuk mendidik dan merawat sebagaimana 

layaknya anak kandung sendiri gar nantinya anak tersebut 

menjadi anak yang sholehah.  

5) Bahwa oleh karena kelalaian dari Pemohon, maka 

Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan 

pengangkatan anak, karena anak tersebut telah dirawat dan 

dididik oleh para pemohon sejak kecil.  

6) Bahwa bukti-bukti maupun saksi untuk menguatkan 

permohonan ini akan Pemohon ajukan/bawa ke 

persidangan.  

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan 

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  

a. Mengabulkan permohonan para pemohon, 
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b. Menetapkan bahwa AHF (anak yang diangkat), jenis kelamin 

perempuan, lahir di Metro, anak dari pasangan suami istri AP 

dan NH adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami 

istri SE dan BA,  

c. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada para 

pemohon.
99

 

2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro 

Dalam penyelesaian Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro, pemohon mengajukan permohonan 

penetapan pengangkatan anak secara tertulis. Adapun proses 

penyelesaian dalam perkara ini yaitu melalui tahapan awal 

persidangan sampai dengan penetapan oleh Majelis Hakim, 

persidangan yang dilalui dalam perkara ini adalah 3 (tiga) kali sidang 

yaitu: sidang pertama pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan agenda 

pembacaan surat permohonan Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt 

beserta pembuktian, sidang kedua pada tanggal 27 Agustus 2014 

dengan agenda musyawarah Majelis Hakim dan sidang ketiga pada 

tanggal 03 September 2014 dengan agenda penetapan Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt.
100

 

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:  
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Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Salinan Penetapan Nomor Perkara 

0114/Pdt.P/2014/PA. Mt, pada tanggal 2 Juli 2019.  
100

Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Dokumentasi, pada tanggal 3 Juli 2019.  
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Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan 

pengangkatan anak pada tanggal 22 Juli 2014 yang didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 05 Agustus 

2014 dalam Register Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt.  

Selanjutnya, karena syarat permohonan sudah lengkap kemudian 

diterima, maka setelah membayar panjar biaya perkara dan biaya 

panggilan yang telah tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM), selanjutnya berkas tersebut diterima oleh Pengadilan Agama 

Metro, kemudian oleh pihak Kepaniteraan untuk diadakan pengecekan 

dan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut.  

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut kemudian oleh 

Panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Metro, setelah 

itu Pengadilan Agama Metro mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim 

(PMH). Adapun Majelis Hakim yang ditunjuk adalah Zumrowi, S.Ag 

(sebagai Ketua Majelis), Panji Nugraha Ruhiat, SH., MH (sebagai 

Hakim Anggota I), Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., MH (sebagai 

Hakim Anggota II) dan Trisno Hari Santoso (sebagai Panitera 

Pengganti).  

Hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan 

Hari Sidang (PHS) yaitu pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan 

ketentuan bahwa persidangan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 

tersebut. Kemudian Juru Sita Pengadilan Agama melaksanakan tugas 

untuk memberikan relaas panggilan kepada Pemohon untuk hadir di 



90 
 

 

persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian 

surat tersebut sudah diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon 

sendiri.    

1) Sidang pertama, pada tanggal 20 Agustus 2014 

Pada persidangan ini dimulai dengan agenda pembacaan 

surat permohonan beserta pembuktian (jika bukti sudah siap). 

Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim menyatakan 

persidangan terbuka untuk umum. Para Pemohon hadir di 

Persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat 

kepada para pemohon dengan pengertian dan pemahaman 

kepada para pemohon tentang hak dan kewajiban dari akibat 

pengangkatan anak.  

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

tujuan/motivasi pengangkatan anak dan duduk perkaranya 

kepada para pemohon, Para pemohon tetap mempertahankan 

surat permohonannya, persidangan tetap dilanjutkan. Setelah 

Majelis Hakim mendengarkan jawaban dari para pemohon 

kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim 

Anggota I dan Hakim Anggota II serta mempertimbangkan 

jawaban para pemohon tersebut. Kemudian, Hakim menanyakan 

alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi kepada para 

pemohon apakah sudah siap atau belum, pada saat itu para 

pemohon telah siap dengan membawa alat-alat bukti tertulis dan 
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2 (dua) orang saksi, sehingga dilangsungkan dengan 

pembuktian.   

Adapun bukti-bukti tertulis yang dibawa oleh para 

pemohon yaitu:  

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon 

b) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/XI/2004 

atas nama SE dan BA (para pemohon)  

c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) para pemohon  

d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua 

kandung anak yang akan diangkat 

e) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 235/02/III/1996 atas 

nama orang tua kandung anak yang akan diangkat  

f) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama orang tua 

kandung anak yang akan diangkat 

g) Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua 

kandung anak yang akan diangkat tertanggal 22 Juli 2014 

h) Fotocopy surat pernyataan calon orang tua angkat 

tertanggal 27 Agustus 2014,  

i) Surat Rekomendasi Adopsi Anak atas nama AHF (anak 

yang diangkat) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh 

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Metro,  



92 
 

 

j) Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama 

SE dan BA (para pemohon),  

k) Fotocopy Surat Keterangan dari Dokter atas nama SE dan 

BA (para pemohon), 

l)  Fotocopy Akta Kelahiran atas nama AHF (anak yang 

diangkat), fotocopy daftar pembayaran gaji atas nama SE 

(Pemohon I).  

Kemudian, untuk memperkuat permohonannya, maka 

pemohon membawa saksi-saksi yaitu:  

a) KR bin MT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Jalan Soekarno 

Hatta RT 004 RW 002 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan 

Metro Barat Kota Metro.  

b) SF bin SK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 004 RW 

002 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota 

Metro.  

Setelah Hakim mendengarkan jawaban dari para saksi, 

maka pernyataan Majelis Hakim membenarkan keterangan dari 

para saksi tersebut. Kemudian, sidang ditunda oleh Majelis 

Hakim pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan tahap/agenda 

musyawarah Hakim yang menghasilkan penetapan, oleh karena 

itu para pemohon dan orang tua kandung anak yang diangkat 
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diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tersebut supaya 

dapat mendengarkan hasil penetapan oleh Majelis Hakim.  

2) Sidang kedua, pada tanggal 27 Agustus 2014 

Sidang kedua tepatnya tanggal 27 Agustus 2014 para 

pemohon hadir di persidangan, tetapi orang tua kandung anak 

yang diangkat tidak hadir. Maka, Majelis Hakim 

bermusyawarah kemudian menunda persidangan pada tanggal 

03 September 2014 dan memberikan perintah kepada para 

pemohon untuk dapat menghadirkan orang tua kandung anak 

yang diangkat.  

3) Sidang ketiga, pada tanggal 03 September 2014  

Pada sidang ketiga tanggal 03 September para pemohon 

dan orang tua kandung anak yang diangkat hadir di persidangan 

untuk mendengarkan penetapan dari Majelis Hakim, bahwa 

musyawarah dan kesimpulan Majelis Hakim pada tanggal 27 

Agustus 2014 lalu mengabulkan Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt yaitu menetapkan bahwa: 

a) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

b) Menyatakan sah, pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

Pemohon I bernama SE dan Pemohon II bernama BA, 

alamat Jalan Soekarno Hatta RT 08 RW 02 Kelurahan 

Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terhadap 

anak bernama AHF  bin AP umur 9 bulan; 
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c) Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua 

ratus sebelas ribu rupiah). 

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang 

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari 

Rabu, 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 

Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh Zumrowi, S.Ag sebagai Ketua 

Majelis, Panji Nugraha Ruhiat, SH., MH dan Dede Rika 

Nurhasanah, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota 

dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut 

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh 

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso 

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan 

Pemohon II.
101

 

Proses persidangan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Metro pada tahun 

2014 dengan Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt hanya 

melalui 3 (tiga) kali persidangan sampai berakhir dengan 

penetapan oleh Majelis Hakim.  

                                                           
101

Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Salinan Penetapan Nomor Perkara 

0114/Pdt.P/2014/PA. Mt, pada tanggal 8 Juli 2019.  
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3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Pada Perkara 

Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt  

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara pada saat 

persidangan, perlu adanya pertimbangan Hakim pada saat sebelum 

kesimpulan dari para Hakim. Pertimbangan yang dimaksud disini 

adalah musyawarah atau kesepakatan para Hakim (yurisprudensi) 

dalam mengambil kesimpulan yang berakhir dengan putusan atau 

penetapan. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, maka Hakim 

harus melihat fakta-fakta yang ada serta tidak memihak kepada salah 

satu pihak dan disesuaikan dengan dasar hukum yang telah diatur 

dalam perundang-undangan yang berlaku.  

Pertimbangan Hakim ini mengeluarkan hasil yang menyatakan 

apakah perkara tersebut dikabulkan atau sebaliknya. Dengan 

demikian, perlu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam 

menetapkan permohonan pengangkatan anak, maka dapat dilihat dari 

dasar hukumnya, kebenaran atas perkara tersebut (fakta-fakta), syarat-

syarat tertulis, para saksi yang telah disumpah dan lain-lain. 

Pertimbangan Hakim ini dapat menguatkan dan menghasilkan 

jawaban untuk pemohon.  

Bapak Nursaid berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan 

perkara penetapan pengangkatan anak, maka disesuaikan dengan 

prosedur yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 6 tahun 1983 tentang pengesahan/penetapan 
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pengangkatan anak. Kemudian, dilihat dari tujuan pengangkatan anak 

itu sendiri, hal terpenting adalah untuk kebaikan anak yang diangkat 

baik dalam hal kehidpuan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain. 

Kemudian, ada gambaran masa depan atau masa yang akan datang, 

apa yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Sehingga, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berperan 

penting dalam hal ini yaitu melindungi dan mensejahterakan anak 

angkat kemudian tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

angkat dengan orangtua kandungnya.
102

 

Bapak Nursaid menambahkan, bahwa pertimbangan-

pertimbangan tersebut dapat juga dilihat dari orangtua kandung anak 

yang diangkat, yaitu dalam hal mengenai persetujuan orangtua 

kandung anak yang diangkat, kondisi ekonomi dan lain sebagainya 

serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim untuk 

mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak. Jika, 

permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut semata-mata 

hanya untuk kepentingan pribadi saja, seperti: ingin dimasukkan ke 

dalam gaji dan lain sebagainya. Maka, permohonan tersebut akan 

ditolak oleh Hakim karena tujuannya bukan untuk kebaikan anak yang 

akan diangkat.  

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro dalam 

menetapkan Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt adalah:  
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Hasil wawancara dengan Bapak Nursaid, Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada 

tanggal 01 Maret 2019, pukul 10:30 WIB.  
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Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam, maka 

Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak 

berdasarkan Hukum Islam, karena perkara ini merupakan kompetensi 

absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf 

(a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama;  

Menimbang, bahwa anak yang diangkat tersebut (AHF) telah 

diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para pemohon dan 

sejak saat itu para pemohon telah mengasuh dan merawat AHF (anak 

yang diangkat) dan telah tinggal bersama;  

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat dimana anak angkat 

tersebut tinggal telah sesuai dengan permohonan yang diajukan 

sehingga Pengadilan Agama Metro berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan 

permohonan penetapan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan disahkannya pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh para pemohon terhadap seorang anak bernama AHF; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti 

tertulis dan 2 (dua) orang saksi;  
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Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tertulis yang diajukan 

telah sesuai dan diterima oleh Majelis Hakim; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon sudah dewasa 

dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 

4 RBg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon 

adalah fakta yang dialami sendiri dan sesuai dengan dalil-dalil 

permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 RBg, 

sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang 

menjadi pertimbangan hakim, maka dasar hukum dalam perundang-

undangan dan dasar hukum Islam dalam Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2014/PA. Mt adalah sebagai berikut: 

a. Pengangkatan dalam Hukum Islam adalah dibenarkan sepanjang 

sesuai dengan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI);  

b. Para pemohon dan AHF (anak yang diangkat) telah memenuhi 

syarat-syarat pengangkatan anak, sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak dan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;  
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c. Sebagai orang tua angkat, para pemohon berhak menjadi orang 

tua pengganti dan bekewajiban untuk mengasuh, membimbing, 

dan mendidik anak tersebut dan tidak memutuskan atau 

merubah nasab dengan orang tua kandungnya sebagaimana 

dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-

Qur’an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5; 

 Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:  

 

                   

                       

                 

                    

                  

 

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua 

buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan 

istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan 

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 

benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih 

adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan 

tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. 
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 Hadis Nabi SAW yang berbunyi: 

 وَ اللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ 

Artinya:Allah senantiasa menolong seorang hamba selama 

hamba itu menolong saudaranya. 

 

 (HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, 

Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 

296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih). 

 

 Hadis Nabi SAW yang berbunyi:  

عَليَْهِ عَنْ أبَيِ حَمْزَةَ أنَسَ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللهه عَنْهه، خَادِمِ رَسهوْلِ اللهِ صَلَّى اللهه 

مْ حَتَّى يهحِبَّ لِخَِيْهِ مَا : وَسَلَّمَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهه عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  لاَ يهؤْمِنه أحََدهكه

 رواه البخاري ومسلم]يهحِبُّ لنِفَْسِهِ 

 Artinya: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik 

radiallahuanhu, pembantu Rasulullah shallallahu`alaihi 

wa sallam, dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam, 

beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara 

kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang 

dia cintai untuk dirinya sendiri. (Riwayat Bukhari dan 

Muslim). 

 

Menimbang, bahwa maksud permohonan pengangkatan 

anak oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 

(1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 

7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada 

para pemohon.  
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Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara 

ini. 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang 

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari 

Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 8 Zulkaidah 1435 Hijriyah.
103

 

4. Deskripsi Pada Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro 

Pengadilan Agama Metro telah menerima Perkara Nomor 

0085/Pdt.P/2015/PA.Mt, penetapan akhir dalam perkara ini adalah 

bahwa para pemohon tidak melanjutkan atau mencabut 

permohonannya. 

Para pemohon dalam Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt 

adalah:  

1) ND, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan WR Supratman RT 008 

RW 003 Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Metro Pusat 

Kota Metro  
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Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Salinan Penetapan Nomor Perkara 

0114/Pdt.P/2014/PA. Mt, pada tanggal 2 Juli 2019.  
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2) HN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

bertempat tinggal di Jalan WR Supratman RT 008 RW 003 

Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Metro Pusat Kota 

Metro  

Tentang duduk perkaranya:  

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Metro Nomor Perkara 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt 

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:  

1) Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada 

tanggal 29 Juli 2011 dan tercatat dalam Akta Perkawinan 

Nomor: 129/01/VII/2011; 

2) Bahwa sejak pernikahan, para pemohon belum dikaruniai anak 

selama 4 (empat) tahun pernikahannya; 

3) Bahwa orang tua kandung anak yang diangkat tersebut tidak 

mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta 

memberikan kebutuhan sehari-hari dikarenakan orang tua 

kandung anak yang diangkat tersebut telah berpisah sejak 

tanggal 27 Januari 2015;  

4) Bahwa VR (ibu kandung dari anak angkat) tersebut adalah 

kakak dari Pemohon II; 
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5) Bahwa CE dan VR (orang tua kandung dari anak yang diangkat) 

tersebut tidak melaksanakan pernikahan secara resmi melainkan 

hanya menikah sirri;  

6) Bahwa CE dan VR telah sepakat dan membuat pernyataan 

berpisah;  

7) Bahwa para pemohon bersedia merawat, mendidik dan 

memberikan hak-hak sebagaimana anak kandung sendiri;  

8) Bahwa para pemohon mempunyai penghasilan tetap dan 

mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga; 

9) Bahwa para pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan 

jasmani; 

10) Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama 

Metro sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut 

mendapatkan kepastian hukum;  

11) Bahwa penyerahan anak bernama NS (anak yang diangkat) anak 

kandung dari CE dan VR tanpa suatu persyaratan atau paksaan 

dari salah satu pihak;  

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan 

putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:  

1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak 

yang diajukan oleh para pemohon;  
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2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh para 

pemohon terhadap anak perempuan bernama NS yang lahir di 

Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Desember 2009; 

3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
104

 

5. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro 

Proses penyelesaian Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt 

melalui tahapan-tahapan seperti perkara lainnya. Dalam persidangan 

Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt melalui tahapan persidangan 

hanya 1 (satu) kali dengan agenda pembacaan surat permohonan dan 

pemberian nasehat dari Majelis Hakim kepada para pemohon.  

Pada sidang pertama tanggal 24 Juni 2015 para pemohon 

didampingi oleh Kuasa Hukum hadir di persidangan, dengan agenda 

pembacaan surat permohonan dan menasehati para pemohon agar 

mempertimbangkan lagi maksudnya untuk melakukan pengangkatan 

anak, karena dikhawatirkan anak yang diangkat tersebut akan terlantar 

hidupnya dikemudian hari. Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, 

para pemohon menerima nasehat dari Majelis Hakim tetapi dengan 

menyatakan permohonannya untuk dicabut. 
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Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan proses 

persidangan ini, karena pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu 

apapun dan mohon penetapan dari Majelis Hakim. Maka, Majelis 

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, 

memulai dengan kalimat “tentang hukumnya” yaitu: 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah 

demi kebaikan anak yang diangkat tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para 

pemohon mengenai tanggung jawab sebagai orang tua angkat; 

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak oleh para pemohon telah dicabut dan Majelis 

Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan perkara ini selesai 

dengan pencabutan;  

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, 

maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada para pemohon;  

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan pasal-pasalnya serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara 

ini;  

Maka, Majelis Hakim mengadili Perkara Nomor 

0085/Pdt.P/2015/PA.Mt bahwa:  

a. Menyatakan Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt yang 

terdaftar pada Pengadilan Agama Metro tanggal 08 Juni 2015 

telah selesai dengan pencabutan; 
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b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk 

mencoret perkara 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt dari register perkara;  

c. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah 

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertepatan 

dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan 

Agama Metro yang terdiri dari Drs. Ilham Nur sebagai Majelis Hakim 

serta H.Zumrowi, S.Ag dan Panji Nugraha Ruhiat, SHI.,MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh 

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh 

Sya’yansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh 

para pemohon dan kuasa hukumnya.
105

 

Proses persidangan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2015 

dengan Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt hanya melalui 1 

(satu) kali persidangan sampai berakhir dengan penetapan pencabutan 

oleh Majelis Hakim 
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6. Deskripsi Pada Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang  

Pengadilan Agama Tanjungkarang telah menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk 

yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.  

Para pemohon dalam perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk 

adalah:  

a. HFB, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

RA Basyit Gg. Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebagai Pemohon I. 

b. HY  umur 55 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

RA Basyit Gg. Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam 

Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga yaitu sebagai Pemohon II.  

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon 

karena berstatus sebagai suami isteri.  

Dengan surat permohonan oleh para pemohon, maka para 

pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak 

dengan dalil-dalil sebagai berikut:  

a. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada 

tanggal 11   Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 

Nomor 19/20/I/1981;  
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b. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 

sudah mempunyai rumah tangga masing-masing; 

c. Bahwa para pemohon tergerak hati dan berkeinginan untuk 

mengangkat anak bernama NR umur 9 tahun dengan alasan 

karena rasa kemanusiaan demi kepentingan dan masa depan 

anak tersebut; 

d. Bahwa orang tua kandung dari NR (anak angkat tersebut) telah 

menyetujui anaknya diangkat oleh para pemohon; 

e. Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh para emohon sejak 

berumur 4 (empat) tahun, tetapi tidak masuk ke dalam gaji;  

f. Bahwa karena para pemohon bersedia untuk mengangkat NR 

dan sanggup untuk merawat, mendidik dan membiayai anak 

tersebut (daftar gaji terlampir). 

g. Bahwa agar anak angkat tersebut mendapatkan kepastian 

hukum, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Tanjungkarang  dalam hal ini Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan 

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  

a. Mengabulkan permohonan para pemohon. 

b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para 

pemohon (HFB dan HY) terhadap anak perempuan bernama NR 

(anak yang diangkat), umur 9 tahun. 
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c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
106

 

 

7. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 0009Pdt.P/2015/PA.Tnkdi 

Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Dalam penyelesaian Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang, pemohon mengajukan 

permohonan penetapan pengangkatan anak secara tertulis. Adapun 

proses penyelesaian dalam perkara ini yaitu melalui tahapan awal 

persidangan sampai dengan penetapan oleh Majelis Hakim, 

persidangan yang dilalui dalam perkara ini adalah 2 (dua) kali sidang 

yaitu: sidang pertama pada tanggal 6 April 2015 dengan agenda 

pembacaan surat permohonan Perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt 

beserta pembuktian, sidang kedua pada tanggal 13 April 2015 dengan 

agenda musyawarah Majelis Hakim beserta penetapan.
107

 

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:  

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan 

pengangkatan anak pada tanggal 18 Maret 2015 yang didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam Register 

Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt.  

Selanjutnya, karena syarat permohonan sudah lengkap kemudian 

diterima, maka setelah membayar panjar biaya perkara dan biaya 
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panggilan yang telah tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM), selanjutnya berkas tersebut diterima oleh Pengadilan Agama 

Tanjungkarang, kemudian oleh pihak Kepaniteraan untuk diadakan 

pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut.  

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut kemudian oleh 

Panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, 

setelah itu Pengadilan Agama Tanjungkarang mengeluarkan 

Penetapan Majelis Hakim (PMH). Adapun Majelis Hakim yang 

ditunjuk adalah Drs. Syamsuddin, MH (sebagai Ketua Majelis), Dra. 

Hj. Maisunah, S.H (sebagai Hakim Anggota I), Drs. Ahmad Nur. MH 

(sebagai Hakim Anggota II) dan Dra. Husnidar (sebagai Panitera 

Pengganti).  

Hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan 

Hari Sidang (PHS) yaitu pada tanggal 6 April 2015 dengan ketentuan 

bahwa persidangan pertama akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. 

Kemudian Juru Sita Pengadilan Agama melaksanakan tugas untuk 

memberikan relaas panggilan kepada Pemohon untuk hadir di 

persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian 

surat tersebut sudah diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon 

sendiri.    

Pengadilan Agama Tanjungkarang memulai proses persidangan 

perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk yaitu:  
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a. Sidang pertama, pada tanggal 6 April 2015  

Sidang pertama pada tanggal 6 April 2015 yang dimulai 

dengan tahap/agenda pembacaan surat permohonan beserta 

pembuktian. Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim 

menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Para Pemohon 

hadir di Persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan 

nasihat kepada para pemohon dengan pengertian dan 

pemahaman kepada para pemohon tentang hak dan kewajiban 

dari akibat pengangkatan anak.  

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

tujuan/motivasi pengangkatan anak dan duduk perkaranya 

kepada para pemohon, Para pemohon tetap mempertahankan 

surat permohonannya, persidangan tetap dilanjutkan. Setelah 

Majelis Hakim mendengarkan jawaban dari para pemohon 

kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim 

Anggota I dan Hakim Anggota II serta mempertimbangkan 

jawaban para pemohon tersebut. Kemudian, Hakim menanyakan 

alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi kepada para 

pemohon apakah sudah siap atau belum, pada saat itu para 

pemohon telah siap dengan membawa alat-alat bukti tertulis dan 

2 (dua) orang saksi, sehingga dilangsungkan dengan 

pembuktian.   
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Adapun bukti-bukti tertulis yang dibawa oleh para 

pemohon yaitu:  

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon,  

2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/20/I/1981 atas 

nama HFB dan HY (para pemohon),  

3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon,  

4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua 

kandung anak yang akan diangkat, 

5) Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua 

kandung anak yang akan diangkat tertanggal 2 April 2015,  

6) Fotocopy surat pernyataan calon orang tua angkat 

tertanggal 2 Aril 2015,  

7) Surat persetujuan dari anak-anak kandung calon orang tua 

angkat tanggal 4 April 2015,  

8) Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama 

HFB dan HY (para pemohon),  

9) Fotocopy Surat Keterangan dari Dokter atas nama HFB 

dan HY (para pemohon),  

10) Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama NR (anak yang 

diangkat),  

11) Fotocopy daftar pembayaran gaji atas nama HFB 

(pemohon i).  
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Kemudian, untuk memperkuat permohonannya, maka 

pemohon membawa saksi-saksi yaitu:  

1) AH bin AB, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Dusun Sindang Rasa Desa Suban RT 

01 RW 02 Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten 

Lampung  Selatan. 

2) UM bin DK, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Dusun Sindang Rasa Desa Suban RT 

01 RW 02 Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten 

Lampung  Selatan. 

Setelah Hakim mendengarkan jawaban dari para saksi 

yang telah disumpah, maka pernyataan Majelis Hakim 

membenarkan keterangan dari para saksi tersebut. Kemudian, 

sidang ditunda oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Aril 2015 

dengan tahap/agenda musyawarah Hakim dan penetapan, oleh 

karena itu para pemohon dan orang tua kandung anak yang 

diangkat diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tersebut 

supaya dapat mendengarkan hasil penetapan oleh Majelis 

Hakim.  

b. Sidang kedua, pada tanggal 13 April 2015   

Pada tanggal 13 April 2015 para pemohon hadir di 

persidangan beserta orang tua kandung anak yang diangkat. 

Maka, Majelis Hakim bermusyawarah kemudian memberikan 
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kesimpulan dan menetapkan dengan mengabulkan Perkara 

Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk  yaitu menetapkan bahwa: 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2) Menyatakan sah, pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

Pemohon I bernama HFB dan Pemohon II bernama HY, 

terhadap anak bernama NR bin FF umur 9 tahun; 

3) Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua 

ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang 

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari 

Senin, 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 

Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Drs. Syamsuddin, MH 

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Maisunah, S.H dan Drs. Ahmad 

Nur masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu 

juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
108

 sidang 

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim 

Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnidar sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.  

Proses persidangan perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjungkarang pada 
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tahun 2015 dengan Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk 

hanya melalui 2 (dua) kali persidangan sampai berakhir dengan 

penetapan oleh Majelis Hakim.  

8. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Pada 

Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk  

Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnkdilihat dari dalil-dalil permohonan serta 

tujuan pemohon ingin mengangkat anak dan dikuatkan dengan bukti-

bukti tertulis dan kesaksian 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya 

yang membenarkan fakta-fakta yang ada.  

 Bapak Junaidi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam 

memberikan penetapan pengangkatan anak adalah dikarenakan salah 

satu sebab/alasan yang mendasar untuk dikabulkannya permohonan 

tersebut. Maka, jika permohonan tersebut dikabulkan, alasan sosial 

kemasyarakatan bagi orangtua yang menginginkan pengangkatan anak 

adalah sebagai berikut: mampu secara ekonomi, cakap dan 

bertanggung jawab untuk kepentingan anak itu sendiri, membantu 

orangtua kandung anak yang diangkat tersebut karena miskin/tidak 

mampu.”
109

 

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tnjungkarang 

dalam menetapkan Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk adalah:  
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Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang 

diajukan oleh para pemohon adalah untuk memperoleh kepastian 

hukum (legal formal); 

Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam, maka 

Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak 

berdasarkan Hukum Islam, karena perkara ini merupakan kompetensi 

absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf 

(a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama;  

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh 

para pemohon adalah untuk menetapkan sebagai orang tua angkat 

terhadap anak bernama NR umur 9 tahun karena sejak berumur 4 

tahun sudah berada dan dirawat oleh para pemohon; 

Menimbang, bahwa WD dan FF (orang tua kandung) telah 

menyetujui anaknya yang bernama NR umur 9 tahun untuk 

dimohonkan oleh para pemohon sebagai anak angkat karena anak 

tersebut akan lebih terjamin jika berada dalam asuhan para pemohon;  

Menimbang, bahwa selama ini para pemohon telah bertanggung 

jawab sebagai orang tua angkat, karena para pemohon telah merawat 

NR (anak yang diangkat) sejak berumur 4 tahun; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

permohonannya, maka para pemohon telah menghadirkan orang tua 
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kandung (WD dan FF) dan telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 

(dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tertulis yang diajukan 

telah sesuai dan diterima oleh Majelis Hakim; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon telah 

memenuhi syarat formil dan materiil serta telah memberikan 

keterangan dibawah sumpahnya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari para pemohon, 

maka permohonan pemohon untuk menjadi orang tua angkat anak 

yang bernama NR umur 9 tahun telah beralasan dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan 

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak;  

Menimbang, bahwa kekuasaan dan tanggung jawab orang tua 

kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, 

tetapi tidak merubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya 

sesuai dengan firmah Allah SWT yang berbunyi:  
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Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 

hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu 

yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan 

anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang 

demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 

benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa 

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Menimbang, bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat 

hanya mempunyai hubungan keperdataan saja, maka berdasarkan 

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak menerima 

warisan. akan tetapi diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari 

harta warisan orang tua angkatnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 

Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para 

pemohon.  

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin 
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tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil 

Akhir 1436 Hijriyah.
110

 

 

D. AnalisisTerhadap Proses Penetapan PengangkatanAnak 

diPengadilanAgama Metro danTanjungkarangPadaTahun 2014-2017  

Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani kasus atau 

perkara dalam bidang  perdata yang meliputi berbagai problematika 

masyarakat pada umumnya, sehingga Pengadilan Agama berperan penting 

dalam hal ini untuk mendapatkan penetapan salah satunya dalam perkara 

permohonan penetapan pengangkatan anak. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama saat itu memberikan kewenangan Pengadilan Agama terhadap 

penyelesaian permohonan pengangkatan anak, dimana yang mengangkat 

dan yang diangkat beragama Islam. Pengangkatan anak dapat dilakukan 

oleh pasangan suami istri yang sudah menikah ataupun oleh orang yang 

belum pernah menikah sama sekali. Pengangkatan anak ini adalah suatu 

perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain 

seperti seorang anak yang sah, maka diperlukan orang tua angkat membuat 

permohonan ke Pengadilan salah satunya adalah Pengadilan Agama bagi 

yang beragama Islam, dimaksudkan agar anak angkat memiliki status 

hukum yang sah. 

                                                           
110

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Salinan Penetapan Nomor Perkara 

0009/Pdt.P/2015/PA. Tnk, pada tanggal 8Juli 2019.  
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama 

telah berupaya untuk menjalankan kewenangannya yaitu kewenangan 

absolut salah satunya dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam. Di dalam wawancara tersebut membahas 

mengenai prosedur dalam mengajukan perkara, proses persidangan, 

pertimbangan hukum oleh Hakim sampai dengan kesimpulan dan berakhir 

dengan penetapan oleh Majelis Hakim.  

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam proses persidangan perkara 

permohonan penetapan pengangkatan anak dengan perkara lainnya. Adapun 

perbedaan, hanya saja jika di dalam persidangan permohonan penetapan 

pengangkatan anak tidak ada replik dan duplik, karena dalam perkara ini 

surat permohonan bersifat voluntair dan putusan atau penetapannya bersifat 

declaratoir yaitu menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat 

mengadili karena tidak ada sengketa maupun lawan.   

Majelis hakim di Pengadilan Agama Metro telah mengabulkan 

perkara Nomor 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt  tentang permohonan penetapan 

pengangkatan anak karena berdasarkan surat permohonan para pemohon 

yang diajukan di Pengadilan Agama Metro yang pada dasarnya surat 

permohonan tersebut berisi identitas para pihak, posita dan petitum 

ketiganya sudah saling berkaitan satu sama lain, sehingga syarat formal 

surat permohonan di Pengadilan Agama Metro telah terpenuhi. 

Dalam proses persidangan tidak adanya suatu kendala maupun 

hambatan yang menjadikan proses tersebut tidak diterima, karena para 
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pemohon telah memenuhi prosedur-prosedur dalam mengajukan penetapan 

pengangkatan anak dan juga pembuktian pada saat persidangan berlangsung 

yaitu syarat-syarat tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi 

syarat pembuktian dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat bukti.  

Adapun fakta yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak Nomor Perkara 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro adalah:  

1. Pemohon I adalah adik kandung dari ibu kandung anak yang diangkat, 

dengan demikian masih adanya hubungan keluarga 

2. Para pemohon sudah 10 tahun belum dikaruniai anak selama 

pernikahannya, sehingga orang tua kandung dari anak angkat tersebut 

merasa kasihan dan merelakan anaknya diangkat oleh adik 

kandungnya 

3. Anak yang diangkat sudah diasuh oleh para pemohon sejak 8 (delapan 

bulan) yang lalu, sehingga dapat dikatakan para pemohon telah 

bertanggung jawab sebagai orang tua angkat 

4. Para pemohon lebih mampu dalam hal ekonomi demi kebaikan anak 

yang diangkat tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil 

Dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan 

dan mengabulkan Perkara Nomor0114/Pdt.P/2014/PA.Mt kemudian adanya 

bukti-bukti tertulis dan saksi dari para pemohon sehingga menjadikan 
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kelengkapan untuk Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan 

memberikan penetapan dalam perkara ini.  

Kemudian, Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2015/Pa.Tnk di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang pada tahun 2015 telah menerima berkas perkara 

permohonan penetapan pengangkatan anak. Para pemohon didampingi oleh 

kuasa hukumnya sampai masuk ke tahap persidangan, pada sidang pertama 

dengan agenda pembacaan surat permohonan tetapi para pemohon 

menyatakan untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan kepada 

Majelis Hakim. 

Adapun alasan pencabutan permohonan oleh para pemohon adalah: 

1. Diketahui bahwa ibu kandung dari anak yang diangkat tersebut adalah 

kakak kandung dari Pemohon II.  

2. Pada sidang pertama dengan agenda pembacaan surat permohonan 

dan nasehat  yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para 

pemohon yang hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya.  

3. Para pemohon mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Majelis 

Hakim mengenai tanggung jawab menjadi orang tua angkat, para 

pemohon pun menerima tetapi menyatakan untuk tidak melanjutkan 

perkara ini, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini 

telah selesai dengan pencabutan oleh para pemohon.  

4. Perkara ini telah selesai hanya 1 (satu) kali persidangan dengan 

pencabutan permohonan pada sidang pertama, walaupun syarat-syarat 

permohonan telah lengkap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya 
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tetapi para pemohon tetap pada keputusannya untuk tidak melanjutkan 

perkara ini.  

Pengadilan Agama Tanjungkarang telah mengabulkan permohonan 

penetapan pengangkatan anak pada tahun 2015 dengan Nomor Perkara 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk. Para pemohon telah melengkapi syarat-syarat 

yang telah ditentukan oleh Pengadilan sehingga dapat diterima dan Majelis 

Hakim memberikan penetapan pengangkatan anak oleh para pemohon.  

Adapun fakta yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak Nomor Perkara 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang adalah:  

1. Diketahui bahwa Para pemohon adalah orang tua kandung dari orang 

tua kandung anak yang diangkat, berarti para pemohon adalah kakek 

dan nenek dari anak yang diangkat tersebut, dengan demikian masih 

adanya hubungan keluarga. 

2. Para pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sudah 

mempunyai rumah tangganya masing-masing, oleh karena itu 

pemohon para pemohon ingin mengangkat seorang anak dengan 

alasan rasa kemanusiaan demi kepentingan dan masa depan anak 

tersebut. 

3. Anak yang diangkat sudah diasuh oleh para pemohon sejak 4 (empat) 

tahun yang lalu, sehingga dapat dikatakan para pemohon telah 

bertanggung jawab sebagai orang tua angkat. 
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4. Para pemohon lebih mampu dan menyanggupi dalam hal ekonomi 

maupun lainnya demi kebaikan anak yang diangkat tersebut karena 

Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai Nomor 

Perkara yang penulis teliti mempunyai persamaan dan perbedaan. Diketahui 

bahwa dalil-dalil permohonan Nomor Perkara 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt, 

Nomor Perkara 0085/Pdt.P/2015/PA.Mt dan Nomor Perkara 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk mempunyai persamaan bahwa antara para 

pemohon dengan orang tua angkat masih ada hubungan kekeluargaan dan 

ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Metro dan Tanjungkarang dalam memberikan penetapan pengangkatan 

anak. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada Perkara Nomor 

0114/Pdt.P/2014/PA.Mt dan 0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk terletak pada 

pembuktian tertulis, jika di Pengadilan Agama Metro ada surat rekomendasi 

dari Dinas Sosial sedangkan di Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak ada 

surat rekomendasi dari Dinas Sosial.   

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Metro, diketahui 

bahwa surat rekomendasi dari Dinas Sosial memang harus ada karena dinas 

sosial akan meninjau atau memantau jika anak yang diangkat ditelantarkan 

dan penetapan dari Pengadilan pun akan hilang dan orang tua angkat 

tersebut dapat dituntut menurut hukum. Sedangkan, hasil wawancara di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang menyatakan bahwa adanya surat 

rekomendasi dari Dinas Sosial hanya untuk pengangkatan anak melalui 
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yayasan/panti dan anak yang ditelantarkan, karena telah cukup dengan 

bukti-bukti yang lainnya yaitu yang termasuk syarat-syarat pembuktian di 

persidangan termasuk adanya surat keterangan catatan kepolisian. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari perkara tersebut, Majelis 

Hakim mempunyai alasan yang mendukung untuk dikabulkannya 

permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut. Sedangkan tujuan dari 

perkara penetapan pengangkatan anak tersebut adalah sama-sama demi 

kebaikan dan kepentingan anak yang diangkat. Tidak menutup 

kemungkinan, maka Hakim pun wajib untuk mengabulkan permohonan 

tersebut, baik dilihat dari pertimbangan hukum maupun yurisprudensi para 

Hakim. 

Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah demi 

melindungi dan mensejahterakan anak yang diangkat, sehingga dengan 

adanya penetapan tersebut maka anak yang diangkat akan mempunyai 

kepastian hukum (legal formal). Dengan adanya penetapan, maka statusnya 

akan jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang diangkat oleh pemohon 

dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

Pada dasarnya Pengadilan Agama berperan dalam menetapkan 

pengangkatan anak agar mempunyai kepastian hukum (legal formal), tetapi 

pada kenyataannya masyarakat yang mengajukan permohonan penetapan 

pengangkatan anak masih sangat minim, dilihat dari jumlah perkara yang 

ada di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meneliti pada tahun 2014 hanya ada 

1 (satu) perkara dengan Nomor Perkara 0114/Pdt.P/2014/PA.Mt yang 

dikabulkan di Pengadilan Agama Metro dan di tahun 2015 hanya ada 1 

(satu) perkara dengan Nomor Perkara 085/Pdt.P/2015/PA.Mt yang dicabut 

dan di Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor Perkara 

0009/Pdt.P/2015/PA.Tnk sehingga dapat dilihat dari proses persidangan, 

pembuktian-pembuktian yang diperlukan dan pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memberikan penetapan pengangkatan anak dari penetapan-penetapan 

tersebut. Sehingga, dapat difahami dan dimengerti letak adanya perbedaaan 

ataupun persamaan dari penetapan tersebut. 
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B. Saran  

1. Kepada para pembaca agar dapat memahami tulisan ini, sehingga 

dapat menambah kekayaan khazanah dunia ilmu pengetahuan karena 

tidak ada yang sempurna dan pasti banyak kekurangan.  

2. Kepada Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang agar dapat tetap 

berkompetensi dalam menjalankan kewenangannya salah satunya 

adalah menangani perkara permohonan penetapan pengangkatan anak 

agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena 

dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

3. Kepada Hakim-hakim Pengadilan Agama Metro dan Tanjungkarang 

dalam mempertimbangkan suatu perkara, hendaknya  mengambil 

dasar hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif diambil dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukum Islam 

diambil dari Al-Qur’an dan Hadits maupun pendapat para ulama, agar 

keputusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang ada dan 

benar. 

4. Kepada Pemerintah agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat 

(bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak) baik melalui 

kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan 

pelatihan yang dijelaskan dalam  Peraturan Pemerintah  Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak Bab V Tentang Bimbingan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak Pasal 26, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan 
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memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan 

pengangkatan anak.  

5. Kepada masyarakat, jika mengangkat anak harus mengajukan 

permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama bagi 

yang beragama Islam agar mempunyai penetapan dan kekuatan 

hukum (law legal) dari Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a) angka (20). 

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan, maka akan melindungi dan 

mensejahterakan anak yang diangkat tersebut.  
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PETIKAN HASIL WAWANCARA  

 

Hasil Wawancara I  

 

Pewawancara: Ria Arischa  

Informan: Bapak Nursaid, S.HI., M.Ag  

Status: Hakim di Pengadilan Agama Metro  

Lokasi: di Pengadilan Agama Metro  

Tanggal: 1 Maret 2019  

 

No. Pewawancara Informan 

1. Assalamu’alaikum Wr.Wb.  Walaikumsalam Wr.Wb. 

2. Perkenalkan Bapak, nama saya 

Ria Arischa mahasiswa IAIN 

Metro yang sedang melaksanakan 

penelitian disini, bolehkah saya 

wawancara dengan Bapak? 

Iya boleh, silahkan. Apa yang perlu 

saudari tanyakan? 

3. Apakah jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Metro sangat minim atau 

meningkat dalam pertahunnya 

Jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Metro dalam pertahunnya 

masih sangat minim. Menurut saya, 



 

 

dan bagaimana persepsi Bapak 

dalam menyikapinya? 

Pengadilan bersifat pasif (menunggu 

perkara) jadi Pengadilan hanya 

mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan saja. 

4. Menurut Bapak, faktor apa saja 

yang mempengaruhi minimnya 

jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Metro? 

Faktor yang mempengaruhinya, 

dikarenakan pada umumnya 

masyarakat belum mengetahui dan 

belum faham tentang penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama, kurangnya sosialisasi 

masyarakat terkait penetapan 

pengangkatan anak dan kasus atau 

perkaranya jarang terjadi di 

masyarakat. 

5. Apakah yang menjadi alasan 

calon orang tua angkat dalam 

mengajukan permohonan 

penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Metro? 

Alasan utama adalah untuk kebaikan 

anak yang diangkat. Kemudian, ada 

gambaran atau tujuan untuk ke 

depannya (kebaikan: pendidikan, gizi, 

nafkah/ekonomi, pendidkan agama dan 

lain-lain). Sebaliknya, biasanya jika 

alasannya hanya ingin dimasukkan ke 

dalam gaji (orang tua angkat), maka 

Hakim akan menolak karena semata-



 

 

mata bukan untuk kebaikan anak yang 

diangkat tersebut. 

6. Apa yang menjadi pertimbangan 

Hakim dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak? 

Memenuhi prosedur yang telah 

ditentukan oleh Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Pengangkatan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

 

7. Bagaimana proses persidangan 

perkara permohonan penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Metro? 

Hampir sama dengan proses 

persidangan perkara lainnya, bersifat 

terbuka dengan sistem hukum acara 

yang sudah ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara 2 

 

 

Pewawancara      : Ria Arischa  

Informan             : Ibu Fauziah, S.HI 

Status: Panmud Permohonan di Pengadilan Agama Metro  

Lokasi: di Pengadilan Agama Metro  

Tanggal: 1 Maret 2019  

 

No. Pewawancara Informan 

1. Assalamu’alaikum Wr.Wb.  Walaikumsalam Wr.Wb. 

2. Perkenalkan Ibu, nama saya Ria 

Arischa mahasiswa IAIN Metro 

yang sedang melaksanakan 

penelitian disini, bolehkah saya 

wawancara dengan Ibu? 

Iya boleh, silahkan. Apa yang perlu 

saudari tanyakan? 

3. Apakah jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Metro sangat minim atau 

meningkat dalam pertahunnya dan 

bagaimana persepsi Bapak dalam 

Perkara permohonan pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama Metro 

masih sangat minim karena 

masyarakat belum banyak yang 

mengetahuinya dan di samping itu 



 

 

menyikapinya? juga Pengadilan bersifat pasif 

(menunggu perkara masuk). Menurut 

saya, adapun yang sudah mengetahui 

khawatir harus memenuhi syarat-

syaratnya dan biayanya. Ada juga 

yang mengetahuinya yaitu hanya di 

Pengadilan Negeri saja kewenangan 

pengangkatan anak itu ada, kemudian 

ada juga yang memohonkan penetapan 

pengangkatan anak untuk kepentingan 

pribadi saja, sehingga Pengadilan pun 

menolak permohonan tersebut. 

Bahkan jarang juga adanya 

penyuluhan hukum oleh hakim terkait 

tentang pengangkatan anak. 

4. Apakah yang menjadi kendala 

maupun penghambat tidak 

diterimanya permohonan 

penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Metro? 

Tidak sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan. Misalnya, dari 

motivasi/tujuan pemohon ingin 

mengangkat anak atau dalam hal 

kelengkapan syarat-syaratnya.  

5. Apa saja prosedur dalam 

mengajukan perkara permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Sama saja dengan perkara lainnya, 

diantaranya: 

1. Pemohon datang ke Pengadilan 



 

 

Agama Metro? kemudian menghadap ke one stop 

(meja I) untuk mendaftarkan perkara 

dan membuat surat permohonan dan 

melampirkan persyaratan, seperti: 

Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)/domisili pemohon dan 

termohon, Kartu Keluarga (KK), surat 

pernyataan dari orang tua kandung 

anak yang diangkat, melampirkan slip 

gaji (jika PNS), dan akta kelahiran 

anak yang diangkat.  

2. Kemudian, pemohon menghadap 

kembali ke (meja I) untuk meminta 

taksiran biaya perkara sesuai dengan 

radius/jarak tempat tinggal pemohon, 

setelah itu pemohon membayar 

perkara ke bank BRI setelah 

membayar biaya perkara, maka 

pemohon kembali ke meja I dan  

diberikan Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM) dan diserahkan ke 

kasir dan pemohon langsung diberikan 

nomor perkara.   



 

 

3. Setelah itu, permohonan tersebut 

didaftarkan ke kepaniteraan setelah 

terdaftar kemudian dengan segera 

panitera menyampaikan berkas 

tersebut kapada Ketua Pengadilan 

Agama untuk menunjuk Majelis 

Hakim yang akan menyidangkan 

perkara tersebut.  

4. Majelis Hakim yang telah ditunjuk 

oleh Ketua Pengadilan, dengan segera 

membuat Penetapan Hari Sidang 

(PHS) yaitu untuk menentukan hari 

sidang pertama kali akan dimulai, 

serta berisi perintah pemanggilan 

kepada pihak-pihak yang berperkara 

melalui Juru Sita Pengganti (JSP). 

5. Berdasarkan Penetapan Hari Sidang 

(PHS), maka Juru Sita Pengganti (JSP) 

melakukan pemanggilan kepada 

pemohon dan termohon untuk 

menghadiri sidang sesuai dengan hari, 

tanggal dan jam yang telah ditentukan 

dalam Penetapan Hari Sidang (PHS). 



 

 

Hasil Wawancara 3 

 

Pewawancara      : Ria Arischa  

Informan             : Bapak H.KM Junaidi, S.H., M.H 

Status: Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Lokasi                  : di Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Tanggal                : 20 Februari 2019 

 

No. Pewawancara Informan 

1. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Walaikumsalam Wr.Wb. 

2. Perkenalkan Bapak, nama saya 

Ria Arischa mahasiswa IAIN 

Metro yang sedang melaksanakan 

penelitian disini, bolehkah saya 

wawancara dengan Bapak? 

Iya boleh, silahkan. Apa yang perlu 

saudari tanyakan? 

3. Apakah jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang sangat 

minim atau meningkat dalam 

pertahunnya dan bagaimana 

persepsi Bapak dalam 

Jumlah perkara permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama masih sangat minim karena 

masyarakat pada umumnya kurang 

tersosialisasi tentang hukum 

pengangkatan anak, sehingga 



 

 

menyikapinya? masyarakat awam tidak 

mengetahuinya. 

4. Menurut Bapak, faktor apa saja 

yang mempengaruhi minimnya 

jumlah perkara penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang?  

Faktor yang mempengaruhi yaitu 

masyarakat kurang adanya 

sosialisasi, sehingga kurangnya 

pengetahuan tentang pengangkatan 

anak.  

5. Apakah yang menjadi alasan 

calon orang tua angkat dalam 

mengajukan permohonan 

penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama 

Tanjungkarang?  

Alasan calon orang tua angkat ingin 

mengangkat anak biasanya 

dikarenkan ingin membantu orang 

tua kandung dari anak angkat 

tersebut karena tidak mampu/tidak 

mempunyai dana, calon orang tua 

angkat tidak mempunyai anak dan 

lain-lain. 

6. Apa yang menjadi pertimbangan 

Hakim dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak?  

Pertimbangan Hakim jika dikabulkan 

yaitu: alasan sosial kemasyarakatan 

bagi orang tua yang menginginkan 

pengangkatan anak adalah sebagai 

berikut: 

1. Mampu secara ekonomi 

2. Cakap dan bertanggung jawab 

untuk kepentingan anak itu sendiri 



 

 

3. Membantu orang tua kandung 

anak yang mau diangkat karena 

tidak mampu  

 

 

7. Bagaimana proses persidangan 

permohonan penetapan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang? 

Setelah ada Penetapan Majelis Hakim 

(PMH) oleh Ketua Pengadilan, maka 

Majelis Hakim yang ditunjuk 

menetapkan Hari Sidang (PHS), 

kemudian Juru Sita memanggil para 

pihak (pemohon) untuk menghadiri 

persidangan pada hari, tanggal yang 

ditentukan. Adapun proses 

persidangannya adalah sebagai 

berikut: 

Sidang Pertama: Pada hari 

persidangan, pemohon diberikan 

penjelasan berupa nasehat yaitu 

bahwa akibat dari pengangkatan anak 

tersebut tanggung jawabnya sangat 

besar, berupa: biaya kehidupan, 

pendidikan, dan akibat lainnya akan 

timbul pada hak waris, karena anak 



 

 

angkat mendapatkan warisan 

sepertiga (wasiat wajibah) dari harta 

peninggalan orangtua angkat.  

Sidang Kedua: Hakim membacakan 

surat permohonan pemohon yaitu 

permohonan penetapan pengangkatan 

anak.  

Sidang Ketiga: Pemeriksaan alat-alat 

bukti oleh Hakim, berupa bukti 

tertulis dan saksi.  

Sidang Keempat: Kesimpulan dari 

musyawarah Hakim kemudian 

Majelis Hakim memberikan 

penetapan pengangkatan anak kepada 

pemohon. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Wawancara 4 



 

 

 

Pewawancara      : Ria Arischa  

Informan             : Bapak Deska Pitrah, S.H., M.H 

Status: Panmud Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Lokasi: di Pengadilan Agama Tanjungkarang 

Tanggal: 19 Februari 2019 

 

No. Pewawancara Informan 

1. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Walaikumsalam Wr.Wb. 

2. Perkenalkan Bapak, nama saya 

Ria Arischa mahasiswa IAIN 

Metro yang sedang melaksanakan 

penelitian disini, bolehkah saya 

wawancara dengan Bapak? 

Iya boleh, silahkan. Apa yang perlu 

saudari tanyakan? 

3. Begini pak, terkait minimnya 

penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Tanjungkarang. 

Bagaimana menurut Bapak dalam 

menyikapinya?  

Pengadilan bersifat pasif (menunggu 

perkara) jadi Pengadilan hanya 

mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan saja.  

4. Apakah yang menjadi kendala 

maupun penghambat tidak 

Tidak sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan. 



 

 

diterimanya permohonan 

penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama 

Tanjungkarang? 

5. Apa saja prosedur dalam 

mengajukan perkara permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Tanjungkarang? 

Tidak jauh berbeda dengan perkara 

lainnya, yaitu:  

1. Pemohon datang ke Pengadilan 

Agama dengan membawa surat 

permohonan.  

2. Mendaftar ke meja I dengan 

meminta taksiran biaya perkara 

untuk membayar di bank BRI  

3. Setelah itu, kembali ke Pengadilan 

Agama untuk menerima nomor 

perkara dan menunggu 

panggilan oleh Juru Sita 

Pengganti (JSP)/petugas dan 

siap untuk mengikuti 

persidangan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


